BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR &4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

: bahwa untuk mclaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864),



Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Daersh Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Lebak Nomor 20151);

Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Provinsi adalah Provinsi Banten.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Dupati Lebak.

Desa adalah desa dan desa adatl atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan



10.

11.

12

mengurus uwrusan pemennlahan, kepentingan
masyarakal setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakun dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat sctempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan vang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan  disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Keuangan Desa sdalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa vang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksansan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lebak yang dibahas dan disetujui bersama oleh



13.

14.

15.

16.

17.

18.

pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disecbut APBDesa adalah rencana
Alokasi Dana Desa, seclanjutnya disingkat ADD,
Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yvang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Daerah dan digunakan untuk
membiayai penvelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada
Pemerintahan Desa adalah salah satu sumber
pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak
daerah dan retribusi daerah kabupaten sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari rencana
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah pada
tahun berkenaan.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan
keuangan dan Pemenntah Provinsi dan Kabupaten
kepada Desa yang merupakan upaya untuk
mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam
melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
yang sclanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala
Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya



19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

mempunyai kewenangan menyelenggarakan
kescluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang
sclanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan keputusan Kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
Sekretaris Desa adalah perangkat Desa vang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat
Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urnsan yang selanjutnya disebut Kaur adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
Kepala Scksi yang sclanjutnya discbut Kasi adalah
perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang

merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang lidak akan diterima kembali oleh
Desa.



28.

30.

31.

32.

33.

Surplus Anggaran Desa adalah sclisih lebih antara
pendapatan Desa dan belanja Desa.

. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara

pendapatan Desa dan belanja Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang sclanjutnya
disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah
Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa yang sclanjutnya disebut
Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan
yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

. Pengadaaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara
memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementrian/Lembaga/Perangkat ~ Dacrah  lain,
Organisasi Kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun,
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah
masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun,



37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen vang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasgal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APBDesa atau perolehan hak lainnya vang sah.

39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

40. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok
kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah
Desa dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan
dan penetapan APBDesa.

41. Har adalah har kerja.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran
2022, meliputi:

i )

€.

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan Desa dan RKP Desa;

prinsip penyusunan APBDesa;

kebijakan penyusunan APBDesa;

teknis penyusunan APBDesa; dan

hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupat ini berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal o woocrter SO0

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Jsco her 2040

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN PERATUKAN BUFATI LEBAK
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANCGI(FARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN AFBDESA
TAHUN ANGUARAN 2022

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah
Baerah.

Sehagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwa untuk
mengurangl dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambainya
pembangunan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) prioritas penggunaan dana desa pada Tahun 2021 diarahkan untuk
program dan/atau kegintan percepntan pencanaian SDOs Desa. pemulihan
gkonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan
penanganan bencana alam dan nonalam sesuail kewenangan Desa, dengan
rincin sebagai berikut :

1. Mewujudkan B (delapan) tnpologl Desa dan 138 (delapan belas) tujuan
SDGs Desa sebai berikut ¢
a, Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SH(is Desa | Dean ranpa kemiskinan: dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
b. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa Y: infrastruktur dan movas Desa sesuail kebutuhan,

SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan,

8D0s Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan,

. Dens peduli kesehatan
SD(Os Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDOs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

210 -



d. Desa pedult ingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SPhGis Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15! Desa peduli lingkungan darat.
e. Desa peduli pendidikan yaitu :
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
1. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
g. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 kemitraan untuk pemhangiinan Desa
h. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budayva desa adapiif.
Pemulihan ekonomi nasional sesual dengan kewenangan Desa meliputi:
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional
sesual kewenangan Desa meliputi:
a. penangoulanean kemiskinan, untuk mewunindkan Desa tanpa

kemiskinan, melalui .

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan
sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian
Jjaminan sosial masyarakat rmskin, usia lanjut, ditabel.

b, peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal,
penveriaan akses pekeriaan Padat Karva Tunai Desa.

c. meminimalkan  wilayah  kantong  kemiskinan  dengan
meningkatkan /mendekatkan akses lavanan dasar vang sesual
kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos
Pelayanan Terpadu (Fosyandu), Pos Keschatan Desa (Poskesdes),
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas
antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan
usaha tani, jembatan sesuat kewenangan Desa.

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa



bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata,
mencakup:
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa hersama;
h. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama,
¢. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan
d pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama vang difokuskan kepada
pembentukan dan  pengembangan praduk  unggulan  Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) pengelolaan hutan Desa;
2) pengelolaan hutan adat;
3) pengelolaan air minum;
4) pengelolaan pariwisata Desa;
5] pengolahan ikan [pengasapan, penggaraman, dan
perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah
mangrove dan wisata edukasi);
7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
8] pelatihan pembenihan ikan;
9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
dan
10 Pengelolann sampah.
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan  pembentukan,
pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

yang sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

3. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prinritas Penggunaan Dana Desa untuk program  prioritas
nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
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a. pendataan Desa

1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;

3) pendaraan pada ringkat keluarga;

4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan, dan

9] pendataan Desa lainnya yang sesual dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pemetaan potens: dan sumber dava pembangunan Uesa

1] penyvusunan peta potensi dan sumber dava pembangunan Desa,

2) permutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;

3} pemetaan patensi dan sumhber dava pembangunan Desa lainnya
vang sesuali kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musvawarah Desa.

¢. pengelolaan teknologl informasi dan komunikasi

1) pengelolaan sistem intormasi Desa berbasis aphkas: digital yang
disediakan oleh Pemerintah;

2) penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi
digttal: dan

3} pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi
berbasis aplikas: digital meliput:

a) tower untuk jaringan internet;
b) pengadaan komputer;

¢) smartphone; dan

d) langganan internet.

4} pengelolaan teknologt informasi dan komunikasi lainnva sesuai
dengan kewenangan Desa vang diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

d. pengembangan Desa wisata

1} pengadaan, pembangunan, pemantaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa wisata;

2] promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budava dan
hertmsis digital;

3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;

4) pengelolaan Desa wisata;

5] kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
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6) pengembangan DUesa wisata lainnya yang sesuar dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
1} pengembhangan usaha pertaman. perkebunan, perhutanan,

peternakan dan/atau perikanan ;

2} pembangunan lumbung pangan Desa;

3) pengolahan pasca panen,; dan

4) penguatan ketahanan pangan lannya yang sesuar dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

f. Pencegahan stunting di Desa
1} pengelnlaan advakasi konvergensi pencegahan stunting di Dessn

dengan menggunakan aplikasi digital  electronic-Human

Development Worker (e-HDW),

2) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting
melalun rumah Desa sehat;

3) peningkatan lavanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan
anak melalui kegiatan:

a) kesehatan ibu dan annk;

b konseling gizi;

¢) air bersih dan sanitasi,

d) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusul serta balita terhadap jamman kesehatan dan
administrasi kependudukan;

¢) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak

tisin Dini (PALIDY) dan Bina Keluarga Ralita (AKRA);

upaya pencegahan perkawinan anak;

g pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

h] peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia
(KPM), kader ponsvandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD); dan

s
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i) pemberian insentit untuk Kader Pembangunan Manusa (KP'M),
kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) vang menjadi kewenangan Desa,

g Pengembangan Desa inkhusif

1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
yaitu: perempuan, anal, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat  kepercayaan, disabilitas, kelompok
masvarakat misiin, dan kelompok rentan lamnyva;

2) penyelenggaraan forum warga untuk penvusunan usulan
kelompok marginal dan rentan;

3} pemherian hantuan hukum hagi kelompak marginal dan rentan;

4] penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yvang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa.

4. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan
kewenangan Desa
Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan
penanganan bencana alam dan non alam meliputi :
a. Mitigasi dan penanganan bericana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau
kejadian luar hiasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang
antarn ain ;
1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
2] Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
3) P3K untuk bencana;
4) pembangunan jalan evakuasi,
5] penyediaan penunjuk jalur evakuasi,
6} kegiatan tanggap darurat bencana alam
7) penyediaan tempat pengungsian;
8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan vang terkena
bencana alam; dan
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10) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lamnya
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa

h. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

1} Desa aman COVID 19,

a] Pengpunaan Dana Desa untuk mendukung aks:i Desa Aman
COVID-19 antara lain ;

(1)

(2)

(3)

(4]

(5)

(6)

7

(8)

(9)

membentuk Fos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga
Desa vang telah ada,

sosialisasi dan edukas: adaptasi kebiasaan baru dan
penerapan secara ketat protokol kesehatan:

pembelian masker, vitamin dan cbat sesuai arahan Satgas
COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, seria
kebutuhan lainnva yang diputuskan dalam musyvawarah Desa
khusus/musyawarah Desa insidental;

menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer|;

melakiikan  penvempraran cairan disinfektan sesuai
keperluan;

menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
memiasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu vang
sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau
ruang isolasi Dean;

melakukan monitormg  dan  evaluasi secara rutin  dan
melaporkannya kepada Satuan Tugas Penangunan COVID-19
Daerah; dan

Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19,

2] relawan Desa Aman COVID-19 Relawan Desa aman COVID-19
dengan struktur sebagai berikut:
a) ketua: kepala Desa

h wakil: ketua badan permusyvawaratan Desa

] anggota:

perangkat Desa;
anggota Badan Permusyvawaratan Desa (BPD)
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* kepala dusun atau yang setara;

* ketua rukun warga;

+ ketua rukun tetangga,

» pendamping lokal Desa;

¢ pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
» pendamping Desa sehat,

+ pendamping lainya vang berdomisili di Desa;

» bidan Desa;

« tokoh agama,

» tokoh adat;

» tokoh masyatakat,

« karang taruna;

+« Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK): dan
* Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),

3) mitra:

al

hhavangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
(Babinkamtibmas);

b} hintara pembina Desa (Babinsa), dan

c)

pendamping Desa

4) Tugas relawan Desga aman COVID-19:

a

b)

melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan
baru di Desa untuk berdisiphin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuc tangan
membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan
menghindar kerumuonan;

mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta
orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga vang berhak
mendapat mantaat atas berbaga kebyakan terkat janng
pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik
yang telah maupun vang belum menenma; dan

melakitkan  penvemprotan  disinfektan jtka  diperiokan,
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih
tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
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d] menyiapkan dan/atau merawat ruang isolas: Desa agar sewaktu-
waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
¢] menvediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan,
serta pencegahanpenvebaran wahah dan penularan Corona
Virus Disease (COVID-19);
fj memfasilitasi kebutuhan logistik bagl warga kurang mampu yang
sedang melaksanakan isolasi mandini di rumah dan/atau ruang
1solasi Desa; dan
gl menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan
COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor
telepon amhulan, dan lain-lain;
c. bencana non alam lainnya sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.

Prioritas Pembangunan Desa tersebut diatas sudah sinkron dan
sejalan dengan Visi Bupati Lebak sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak
Tahun 2019 - 2024 vaim “Kaebupaten Lebak sebugm Destinas: Wisate
linggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal".

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam
REIML) senap tahunnya dyabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), untuk tahun 2021 tema pembangunan daerah Kabupaten
Lebak vaitu *Peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariutisataan,
sertn daya tarik obyek don destinasi panuwisala” Berdasarkan tema
pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Lebak pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan penguatan
regulas: dalam mendukung investas) panwisata.
Folus Pembangunan :
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
b. Peningkaran Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi  Pemerinteh

(SAKIP);

c. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTF);
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d. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

e. Penerbitan Perda/Perkada Keterkaitan Kemudahan Berinvestasi
Pariwisata;

f. Peningkatan Pendapatan Ash Daersh dan Tata Kelola Keuangan
serta Aset Daerah;

g Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-government); dan

h. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah.

Peniingkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing

perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan

Fokus Pembangunan :

Rehahibitas: dan Rekonstruksi Wilavah Pasea Benecana;

Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;

. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Ingasi;

Fembangunan Sarana Prasarana Air Minum,

Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah;

Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;

Rehahititast  Lahan  Kritis, Pengawasan, dan  Pengenenbian

Pencemaran Lingkungan; dan

i. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

- a8 apP gy

T ®

. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia vang kreatil dan berdaya

saing tingg

Fokus Pembangunan

a, Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar;

h. Peningkatan Aksesihilitas dan  Mura  Pelayanan  Kesehatan
Masyarakat;

c. Peningkatan Keterampilan Herbasis Kompetensi dan Kewirausahaan
dalam Menghadapi Era Industri 4.0;

d. Pencegahan dan Penangangan Stunting,

e. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemik COVID-19; dan

f Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK).

Penciptann nilat tambah ekonomi pada ohiek destinasi Pariwisata

potensial

Fokus Pembangunan :

a. Penetapan Geopark Bayah Dome Menjadi Geopark Nasional;

- {0



b. Pengembangan Wisata Ecotourism Landscape Baduy, Citorek,

Cibarani, dan Guradog;

¢. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah;

. Penataan Sarana Prasarana Destinasit Wisata:

¢. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai

Event Pariwisata;

Penguatan Kelembagaan Pariwisata; dan

g. Pengembangan Tourism Information Center (TIC].

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pembangunan  Desa, hahwa Prioritas, program
dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan pemlaian
terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1.
2.
3.

® 8o o s

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
herdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia,
pengemhangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendavagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istindat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan

peningkatan kapasitas masywrakal dan lembaga kemasyarakatan
MNesn

. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunar APBDesa Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip

sebagal benkut:

2,

Sesual dengan Kebutuhan penvelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan urusan dan kewenangannya;

Tepat waktu, seauai dengan tahapan dan jadwal vang telah ditetapkam
dalam peraturan perundang-undangan,;

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.
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4, Partisipatt, dengan melibatkan masyarakat;

5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dan

6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tingei dan peraturan Desa lainnva.

7. Semua penerimaan (balk dalam bentuk uang, maupun barang
dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapal
serta berdasarkan ketenruan perundang-undangan.

10 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
ketersedhinan penerimann dalam jumish cukup dan harus didokung
dengan dasar hukum yang melandasinya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa
Kebjjakan yang periu mendapat perhatian pemenntah Desa dalam
penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan
Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.
1. Pendapatan [Desa
Pendapatan Desa vang dianggarkan dalam APBDesa Tahun
Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penenmaannya.
Pendapatan Desa mehputi semua penenmaan Lesa dalam | ([satu)
tahun anggaran vang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan
oleh Desa.
n. Pendapatan ash Desa
Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas
usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam
bentuk hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong
rovong, dan pendapatan asli Desa lain.
1) Hasil usaha Desa
Hasil usaha Desa adalah selurub hasil usaha perekonomian
Desa yang dikelola dalam hentuk badan hukum atan seearn
swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan
bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-
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b.

2)

S]]

4

Desa).

Hauatl Aser

Hasil Aset adalah seluruh aset Desa yang dilakukan secara
swakelola oleh pemerintah Desa vang menimbulkan penerimaan
bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, tambatan
perahu, pasar Uesa, tempat pemandian umum, Jaringan Irgasi,
dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Swadava, partisipast dan Ontemg royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
adalah  seluruh  bentuk kontribusi masyarakat Desa
[sumbangan masyarakat Desa), baik dalam bentuk barang dan
tenaga (vang dapat dinilai dengan vang) maupun dalam bentuk
uang vang menimbulkan penerimaan.

Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan ash Desa Iain adalah penerimaan Desa vang
diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa. Sumber
pendapatan tersebut, harus ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Transfer

1)

Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
vang ditransfer melnlut anggaran pendapatan dan helanja
daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa. Dana Desa dianggarkan sesual Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa  Kabupaten Lebak Tahun  Anggaran 2022, Apabila
Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran

pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun
sebelumnya.
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J)

4)

Baman dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal
dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten,

dagian dari Hasill Pajak Daerah dan Hetribusi Daerah
dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan
Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di
Kabupaten Lehak Tahun Angearan 2021. Apabila Peraturan
Bupati tersebut belum ditetapkan, ptnganggaran pendapatan
dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan
pada tahun sebelumnya.

Alokas: Dana esa (AL

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yvang diterima kabupaten dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurang
Dana Alokasi Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa.
Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati
tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada
Pemenntahan Desa D) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022,
Apabila Peraturan Bupati tersebur belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan
pada tahun sehelitmnya

Bantuan keuangan dari APED Provinsi dan/atau APBD
Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau
kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung
pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program
dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan
hersifat umum. Bantuan keunangan dianggarkan apahila sudah
ada dasar hukum atau ketetapan vang sah vang dikeluarkan

oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten
Lebak.

Fendapatan Lain

1]
2

Penerimaan dari hasil kerja sama Desa,
Penerimaan dari bantuan perusahaan vang berlokasi di Desa,



Dapat dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis
antara Pemerintah Desa dan Pemberi serta ditetapkan dalam
Peraturan Desa.

3} Penerimaan dari hibah dan sumbangan dan phak ketiga;

Hibah dan sumbangan vang tidak mengikat dari pihak ketiga
yang diterima cleh pemerintah Desaesa berupa dana tunai.

4] Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya vang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran

berjalan;

5} Bungs hank; dan
6) Pendapatan lain Desa yang sah.

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian
b:| e D
El | PENDAPATAN
3 1 Pendapatan Asli Desa
2 |1 1 Hasil Usaha
3 1 |1 | 01 Bagi Hasil BUMDes
| 4 1 |1 |90-99| lain-lain
s 11 |2 Hasil Aset |
“ 1 |2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa |
4 1 |2 02 Tambatan Perahu I
4 1 [2 03 Pasar Desa
4 1 ' 2 04 Tempart Pemandian Umum
4 1 12 05 Jaringan Irigasi Desa
4 |1 |2 | 06 | Pelciangan ikan Milik Desa
- 1 |2 07 Kios Milik Desa
| Pemantaatan Lapangan]Prasarana Olah raga Milik
i 1 08 Desa
4 1 |2 |90-99| Lain-lain
4 1 ! Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rovong




01

Swadaya, partisipasi dan gotang royong

90-99

Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

| @ W

Lain-lain Pendapatan Asii Desa

4%

01

Hasil Fungutan Desa 1

s

90-9Y

Lain-lain

Transfer

Dana Desa

'.h.n-|.n¢-.h.t=-h-_h

01

Dana Desa

b

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten

01

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten

Alokasi Dana Desa

=

Ol

Alokasi Daua Desa !

Bantuan Keuangan Provinsi

' 90-99

01

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

ool | B2 B B W WO N

01

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

90-99 |

Lain-lain Bantuan Reuangan dari APBD Kabupaten
EFEndapatnn Lain-lain — |

—

Penerimaan dan Hasil Kerjasama antar Desa ]

01

Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

pl & & 8l B Bl B b B e

mmw-wmuuu'umm_ﬁﬂ

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak
Ketiga

01

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan

Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi
di Desa

01

Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang
berlokasi di Desa

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

01

flibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran |




sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas |
Desa pada tahun anggaran berjalan

ERE 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran
scbelumnya yang mongakibatkan pencrimaan di
kas Desa pada tahun anggaran berjalan

Bunga Bank

01 | Bunga Bank

Lain-lain pendapatan Desa yang sah

90-99| Lain-lain pendapatan Desa yang sah

W W W e
O & O &

Belama UDesa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa vang
terdiri dari © kewenangan berdasarkan hak asal usul. kewenangan
lokal berskala Desa, kewenangan vang ditugaskan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan
dengan ketentuarn:

g, paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belania Desa  digunakan  umtuk mendanai  pelaksanaan
pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan — Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa, Penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak Desa, dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerntahan
Desa dan insentifl rukun tetangga dan rukun warga; dan

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) darn jumlah anggaran
helania Desa, dignnakan untitk Behan Tetap vainy
1} Penyedinan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa
2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;

3) Penyedinan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Lesa;

4) Penyvediaan tunjangan BPD: dan

5) Penvediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa.




Klasifikas: Belanja Desa terdin atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

. Pembinaan Kemasvarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan  Budang dalam  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dibagai menjadi 5 (lima) Bidang
dinntaranya :

a. Bidang Penvelengparaan Pemerintahan Desa
1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

‘funjangan dan Operasional Pemerintahan Desa,

a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
Penghasilan  Tetap Kepala Desa ditentukan dengan
memperhatikan ketersediaan ADD dan sumber Pendapatan
Desa lainnya vang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

[1) Hesaran penghasilan retap Kepala Desa paling sedikit
Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam
ribu enam ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya
atau setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji
pokok Pegawai Neger Sipil golongan ruang ll/a dan paling
hanvak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

(2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa paling banyak scbesar
Rp. 750.000,- setiap hulannya;

(3) Tunjangan Hari Tua bagi Kepala Desa paling banyak
sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya;

(4) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Kepala Desa juga
dapat diberikan Insentit yang bersumber dan Pendapatan
Asli Desa sebagal penghargaan atas penerimaan
Pendapatan Asli Desa bagi Kepala Desa vang disesuaikan
dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan
ketentuan sebagai berikut:
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Insentif Penerimaan Target Pendapatan
No. Satuan g
PADes Asli Desa Per Tahun
| paling banyak . '
1. i OB | <Rp.10.000.000;
' Rp. 200.000.
'| B
g Vel Rp. 10.000.000,-
1 nya
2. gy OB &,
RF. 500-000"
<Rp. 50.000.000,- |
RO | Rp. 50.000.000.-
* 1 nnu-:)un e .
Sclls <Rp. 100.000.000,-
P - Rp. 100.000.000,-
4. " ;iuxniuu oB s.d.
e <Rp. 200.000.000,-
B _i'zzgh ralke
g ([ “Rp. 200.000.000.-
Rp. 3.000.000,- OB

(5) ]Iietentuan sebagnimana dimaksud pada angka (1) dan (3)
tidak berlaku bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala
Desa yang berstatus Pegawal Negen Sipil;

b} Penvediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

Desa;

Penghasilan  Tetan Perangkar Desa ditentukan dengan

memperhatikan jumlah ADD diterima, dengan ketentuan

sehaga) berikut :

(1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa adalah :
(a) Hesaran penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS

paling sedikit Rp. 2.224,420,- (dua juta dua ratus dua

puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
setiap hulannya aran setara 110% [(seratus sepuluh per

seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang Il/a dan paling banvak Rp.2,970.000,- ([dua juta
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(b) Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya
paling sedikit Rp. 2.022.200,- {dua juta dua puluh dua
ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya atau setara

=



100% (seratus per seratus| dan gapn pokok Pegawal
Negeri Sipil golongan ruang [1/a dan paling banyak Rp.
2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
(2} Penghasilan tetap perangkat Desa hanva dapar dibayarkan
setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah

memiliki Nomor Register Perangkat Desa dan telah dilantik
oleh kepala desa;

(3) Selain mendapatkan penghasilan diatas, Perangkal Desa
juga dapat diberikan Tambahan Penghasilan bagi
Perangkatr Desa sesuai kemampuan keuangaan Desa,
sebagal berikut:

(a) Insentil yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa
sebaga: penghargaan atas penerimaan Pendapatan Asli
Desa bagn Perangkat Desa vang disesuailkan dengan
realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa dengan

ketentuan sebagai berikut:
r Tambahan Penghasilan
y Target
Lainnya
No. . Satuan | Pendapatan Asli
Selcretaris Perangkat
Desa Per Tahun
Deasa Desa lainnya
paling banyak | paling banyalk
i i N ST OB | <Rp.10.000.000,-
Rp.100.000,- Rp.75.000.- |
- " Rp.10.000.000.- |
paling banvak | paling banyak
2. OB s.d.
Rp.250.000,- Rp.187.500,-
<Rp. 50.000.000,-
L Rp.50.000.000.-
paling banyalk | peling banyale
" 500.000 Rp.375.000 = e
Rp‘ - r P' - i {Rp_ 100. ) i
, ) Rp.100,000.000,-
| paling banyak | paling banyak
4 oB s.d.
Rp.1.000.000,- | Rp.750.000,- '
_ <Rp.200,000.000,-
banyak | paling banyak
5. paling . v paling banya 2Rp.200,000.000,-
| Rp.1.500.000,- | Rp.1,125.000,- | OB -
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(b} Masa Bhakti
¢ Masa Dhaki 2 sd. 5 Tahun Rp 200000, per
bulan;

e Masa Bhakti 6 sd. 10 Tahun Rp. 300.000.- per
bulan;

+ Masa Bhakti lebih darn 10 Tahun Rp. 400.000,- per
hulan;

(4} Masa Rhakti sehagaimana dimaksnd pada angka (3)(hi

juga dapar diberikan kepada Perangkalt Desa yang
berstatus PNS dengan ketentuan telah mempunyai masa
bhakti lebih dari 6 (enam) tahun dan telah diangkat
kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan

Kepala Desa;

[5) Tunjangan Hari Tua bagi Perangkat Desa (Non-PNS) paling

hanyvak Rp. 200.000,- setiap bulannya.

¢) Penyvedinan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
Dipergunakan untuk penyediaan jaminan sosial (khususnya
untuk uran BPJS Kesehatan| Kepala Desa dan Perangkat
Desa vang berasal dari APBDesa selain dan pengelolaan
Tanah Kas Desa.
(1) Tunjangan Asuransi Kesehatan (BRJS Kesehatan) bag

Kepala Desa dan Perangkat Desa.

luran bagi Peserta vaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gajl
atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4% (empat
persen) dibavar oleh Pemenntah Daerah dan 1% (satu
persen) dibavar oleh Pemerintah Desa.

(2] Tunjangan Asuransi Kecelakaan, Meninggal Dunia dan

Tunjangan Asuransi Hart Tua (BRIS Ketenagakertaan) bagi
Kepala Desa paling banyak Rp. 200.000,- per-bulan atau
sesuai dengan ketentuan.



d)

e)

1)

(3) Tumjangan Asuransi Kecelakaan dan Mennggal Duma
(BPPJS Ketenagakerjaan) bagi Perangkat Desa serta Ketua
dan Sekretaris Badan Permusyawaran Desa (BPD) paling
hanyvak Rp.  20.000.- per-bulan atan sesnai dengan
ketentuan.

Menyediaan Operasional Pemernmntahan Desa;

Termasuk dalam kegiatan i antara lain adalah Penyediaan
Operasional Pemerintah Desa, misalnya untuk :

(1) Belanja penyediaan ATK (sesuai dengan kebutuhan);

{2) Homnrarium  Petitgas  vang terkait dengan  operasional

Pemerintah Desa :

« Staf Administrasi Keuangan Desa paling banyak
sebesar Rp. 1.500.000,- per orang setiap bulannva
dengan ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu)
orang,

* Insentif Jaga/Raksa Desa paling banvak sebesar
Rp 1 250 000,- per orang setiap hiolannva dengan
ketentuan jumlah personil maksimal 4 (empat) orang;

(3] Perlengkapan perkantoran,

(4) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya;

|5) Perjalanan Dinas,

(6) Pembavaran .lasa Listrik, Telepon, Air, Internet;
(7) Majalah /Surat Kabar,

(B} Pos dan Cirn:

(9) Belanja lain-lan operasional Pemerintahan Desa.
Penvediaan Tunjangan BPD;

Kegiatan ini mencakup penvediaan tunjangan BPD,
Penyediaan Operasional BPLD;

Termasuk dalam kegiatan ini adalah Penvediaan Operasional
BPD, misalnya untulk :

11} ATK [sesuai keburhan):

(2) Honorarium Perugas/Operator/ Tenaga Staf BPD -

a3 s
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h)

* Insentit Stat Sekretamat BPD paling banyak Rp.
1.500.000,- per orang setiap bulannya dengan
ketentuan jumlah personil maksimal 1 (satu) orang;

(3} Penjalanan Dinas:
(4] Perlengkapan Perkantoran;
(9) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut BPD dan

Atributnya;

(&) Pembayaran Jasa Listnik, Telepon, Air, Internet;
(7) Majalah/Surat Kabar;

{8} Pos dan Giro. Dan Lain-lain.

Besaran anggaran BPD ([Penvediaan Tunjangan BPD
ditambah Penyediaan Operasional BPD) paling tinggi sebesar
13 % dart jumlah Alokasi Dans Desa,

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;

(1) Insentif Ketua RW paling banvak Rp. 300.000,- setiap
bulannya, dan Insentif Sekretaris RW setinggi-tingginya
Kp. 125.000,-

(2] Insentif Kerua RT paling banvak Rp. 250.000,- setiap
bulannya, dan Insentif Sekretaris RT Setinggi-tingginya
Rp. 100000,

(3) Untuk Insentif Sekretaris RT dan RW sebagaimana pada
huruf g point (1) dan (2) dapat diberikan sesuai dengan
kemampuan keuangan Desa

lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan HBelanja Penghasiian

Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Lainnva

seperti: Penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya,

yang berasal dari pengelolaan tanah Kas Desa (Sesuai
ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP 47/2015); Pemberian Tali

Asih untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal

dari Pengelolaan Tanah Kas Desa atau Bantuan Keuangan

Khusus (Pasal 13 Permendagri 20/2018) atau Operasional



2)

J3)

4

lain yang terkait dengan alokas: Bantuan Keuangan Khusus.
Sepanjang diatur lebih lanjut oleh Perbup. Kegiatan
tambahan ini diluar perhitungan 30% untuk operasional
perkantoran,

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

a] Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Penyediaan/
Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemernntahan
berupa Penyediaan Modal Peralatan (Mebeulair, Komputer,
Dapur dan lain-lain), Kendaraan, dan Mesin yang terkait
dengan pengadaan sarana nerkantoran.

b} Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
Termasuk dalam kegiatan ini adalah untuk Pemeliharaan
Gedung dan Prasarana Perkantoran (Taman di Kantor, Ruang
Pelayanan, dan lain-lain], dapat berupa Cat Ulang, perbaikan
ringan, dan lam-lain. Jumlah Anggaran di bawah 30% dari
nilai aset.

Penganggaran sebagai mana poin a dan b diatas dilaksanakan

sepanjang memiliki sumber dari selain DD,

Sub Bulang Admnistrasi Kependudukan, Pencaratan Sipl,

Statistik dan Kearsipan.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan

dnn Pelaporan.

a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /
Pembahasan APBDes;
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan Musyawarah Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau pra
Musyawarah Perencanaan Desa yang digunakan untuk
perencanaan/Pembahasan APBDes yang bersifat reguler.
Musyawarnh Desa  adslah  muosvnwarah  santara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat vang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal vang



d)

bersifat strategis, seperti perencanaan Desa (RFJMDes,

RKPDes dan APBDes).

(1) Anggaran Musyawarah Desa paling banyak sebesar Rp.
4.250.000,- untuk 1 (satu} kali Kegiatan Musyawarah
Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan dengan ketentuan
diikuti oleh keterwakilan seluruh wilayah desa yang
berasal dari beberapa unsur masyarakat;

|<4) Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
paling banyak sebesar Rp. 4.250.000,-.

(3} Rapat Paripurna.

Penyelenggaraan Musvawarah Dean lainnva;

Kegiatan ini mencakup penvelenggaraan Musvawarah Desa

dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan

Desa antara lain Musdes Sosialisasi, Musdes Persiapan,

Musdes Pertanggungjawaban, Musdes Serah Terima Dalam

Pembangunan Sarana Prasarana Mekanisme Swakelola

dengan Pola Padat Karya, Kegiatan Usaha ekonomi Produlktif

dan  Pembentukan, Pemhahasan Proposal ilssha dan

Pertanggungjawaban BUMDesa. Anggaran Musyawarah Desa

paling banyak sebesar Rp. 4.250.000,- untuk 1 (satu) kali

Kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan

dengan ketentuan dukuti oleh keterwakilan seluruh wilayah

desa yang berasal dari beberapa unsur masyarakat

Penyusunan  Laporan  Kepala  Desa/Penyelenggaraan

Pemernintahan Desa:

Kegiatan ini mencakup proses penyusunan Laporan Kepala

Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir

tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan

keterangan akhir tahun anggaran, intormasi kepada
masyarakat), misal untuk rapat tim keecil, konsultasi dan
pelaporan, serta pengunggahan ke media informasi, dan lain-

Inin

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa;



hegiatan i mencakup kegiatan koordinasi atau kerasama

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa baik

yang antar desa dalam 1 kecamatan, antar kecamatan atau
antar kahupaten. serta pihak ketiga,
€] Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan pelaksanaan
Sosialisas) Pikades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), dan lain-lain:
(1). Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada
masa pandemi covid-19
(a). Panitia Pemilihan Kepala Desa paling banyvak sebesar
Rp. 11.850.000 selama 3  bulan dengan
rincian:(Honorarium, Operasional dan Makan minum|

(b). Kelompok Panitia Pemungutan Suara paling banvak
sebesar Rp. 4.550.000 / TPS (Honorarium,
Operasional dan Makan minum)

[2}. Anggaran penvelenggnrann Pemilihan Kepala Desa pmda
masa normal paling banyak sebesar Rp. 35.000.000,-.

(3). Penetapan Anggaran Pemilihan BPD dipergunakan untuk
Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan BPD melalui
Femilihan di wilayah desa paling banvak Ep. 4 000.000,-,

5) Sub Bidang Pertanahan.

d), Penganggaran proses penerbitan sertifikat tanah kas desa.

i Pelaksanaan nenentilan/ penegasan / pembangunan

batas/patok tanah desa.

. Bidang Pelaksanaan Pembarigunan Desa
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan
tetapt juga terkait dengan pembangunan non flistk sepert
pengembangan dan pembinaan. Pembangunan Fisik Sarana dan
Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karva yang
kegintannyn mengneu pada RPIMDesa/RKPDesa dan/atay  hasil
musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Keputusan
Bupati.
1} Sub Bidang Pendidikan.

=35=



a

13)]

cl

d)

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan PAUD/
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yang menjadi milik
Uesa (bukan miiik kelompok masyarakat/yayasan/ormas
tertentu di desa) yang menjadi kewenangannva. Dianggarkan
sepanjang PAUD atau sejenis tersebut tidak mampu / kurang
dalam operasionalnya dan perlu mendapatkan bantuan dari
APBDesa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,
Operasional, dsij.

Insentif Bulanan Tenaga Pendidik Paud sebagai berikur:

(1) S1 PAUD/Psikolog paling banvak Rp. 650.000,- per orang
setiap bulannya:

(2] 81 Keguruan paling banyak Rp. 600 000, - per orang setiap
bulannya;

(3] 81 Non Keguruan paling banyak Rp. 550.000.- per orang
setiap bulannyva;

(4) DI Keguruan dan DIl Keguruan paling banyak
Rp. 500.000,- per orang setiap bulannya;

(S) DIIT Non Keguruan dan DIl Non Keguruan paling banyak
Rp. 4500.000,- per orang setiap bulannya;

(6) SLTA/Sederajat paling banvak Rp. 400.000.- per arang
setiap bulannya;

Dukungan Penvelenggaraan PAUTD);

Kegiatan ini mencakup kegiatan dukungan penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal vang bukan
milik Desa (milik kelompok masyarakat/yayasan/ormas
tertentu di desa) berupa kegiatan penyerahan barang vang
diberikan kepada masyarakat (misal APE, bahan bangunan,
atau earana PAUD), tidak diperkenankan diberikan berupa
uang tunai (Penganggaran diberikan sepanjang PAUD atau
sejenis tersebur tidak mampu/kurang dalam operasionalnya
dan perlu mendapatkan bantuan dari APBDesa).

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan/atau
Berprestaai;

Dana stimulan yang diberikan paling banvak sebesar Rp.
3.000,000 (tiga juta rupiah) per semester per orang atau
paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun
per orang, bagi mahasiswa yang menempubh pendidikan
Sarjana Strata 1 (51)
Permbangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/
Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/
TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;

Kegiatan ini menecakup kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Pengadaan  Sarana/Prasarana/Alat Peraga
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Edukaut (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal yang menjadi Milik Desa (bukan milik kelompok
masyarakat/yayasan/ ormas tertentu di desa).

2] Sub Bidang Kesehatan.

al

b}

Penyelenggaraan Posyandu;

Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan Posyandu
batk Posyandu Balita/Lansia atau Posyvandu milik desa
lathnyva. (Makanan Tambahan, Kelas Ihu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu).

(1) Insentif Kader Posyandu paling banvak sebesar Rp.
100,000,- per orang setiap bulannya;

(2) Belanja bendera ibu hamil, pengadaan pakaian seragam
dan belanja lainnya.

Pembangunan /Rehahbilitasi/Peninghatan / Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu /Polindes/ PKD;

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pembangunan baru

Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Desa atau

berbentuk Rehabihitasi/Peningkatan Prasarana dan

pengadaan Sarana Posyvandu/Polindes/PKD Milik Desa.

3] Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

a)

b

Pembaneunan/Rehahilitasi/ Peningkatan / Pengerasan  .alan
Desa;

Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jalan Desa yang baru
atau Peningkatan /Pengerasan Jalan/Prasarana atas Jalan
Desa yang telah ada.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan  Jalan
Lingkungan Permukiman /Gang;

Kegintan ini mencakup Pembangunan .Jalan Lingkunean
Permukiman /Gang yang Baru| atau Peningkatan / Pengerasan
atas Jalan Lingkungan Permukiman/Gang yang telah ada,
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan  Jalan
Usaha Tani;

Kegiatan ini  mencakup Pembangunan Jalan Usaha
Tani/Jalan Persawahan yang baru atau Peningkatan /



Pengerasan atas Jalan Usaha Tani/Persawahan vang telah
ada.

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan
Jembatan Milik Desa;
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jembatan Milik Desa
yvang baru atau Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik
Desa vang telah ada.

¢ Pembangunan/Rehabilitasi/ Perungkatan Prasarana Jalan
Desa;

Kegiatan tm menecakup Pemhangunan Prasarana Jalan vang
baru berupa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan lain atau Peningkatan atas
Prasarana Jalan vang telah ada.

f] Pembangunan/Kehabilitasi/Peningkatan Balai  Desa/Balai
Kemasyarakatan;
Kegiatan ini mencakup Pembangunan Bangunan Balai Desa/
Aalai Kemasyarakatan vang haru atau Peningkatan atas
Bangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan yang telah ada.

g Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
Kegiatan ini mencakup penyediaan Embung milik Desa vang
baru atau Peningkatan/Pengerasan Embung milik Desa yang
telah ada.

4) Sub Bidang Kawasan Permukiman.

al Dukungnn  pelaksanaan  program  Pembangunan/Rehahb
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
Kegiatan ini Dberupa bantuan stimulan dalam bentuk
barang/material, dengan kriteria masyarakat berpenghasilan
rendah dan kondisi bangunan Rusak Ringan dapat
dianggarkan paling banyak Rp. 5.000.000,- Rusak Sedang
paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu
rupizh) dan Rusak Bernt paling banvak Rp. 10.000.000.-
[sepulub juta rupiah) Serta tambahan bantuan jamban
keluarga paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

T



b} FPembangunan/Rehabihtasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
Milik Desa,
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Sumber Air
Bersih Milik Desa (Mata Air/Tanden Penampungan Air
Hujan/ Sumur  Beor,  dll) (iika  Baru] atau
Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).

¢] Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan  Auwr
Bersih ke Rumah Tangga;
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembangunan Irigasi/
Embung/Air Sungni / Drainase/ Air Limhah / Persampahan litka
Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Irigasi/
Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
(pipanisasi, dll).

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kasmlitas
Pengelolaan Sampah Desa/Permukimarn;
Kegiatan int mencakup Penyediaan Pembangunan Fasilitas
Pengelolaan  Sampah  Desa/Permukiman  (Penampungan.
Bank Sampah, dll) (jika Baru) atau Rehabilitasi/Peningkatan
Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll] (Sepanjang masuk dalam
kategon kapitalisasi sebaga: Belamga Modal menurut
kebijakan akuntansi setempat),

5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

n) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desn;
Kegiatan ini mencakup kegatan pengelolaan lingkungan
hidup desa yang menjadi Kewenangannya. Penyediaan vang
dialokasikan dapal berupa Penyediaan ATK, bibit, pupuk,
operasional perkantoran atau Makan minum, Belanja Modal,
serta  Honor Tim/Petugas yang diperuntukkan dalam
pengelolaan lingkungan hidup desa, dengan ketentuan:
(1) Homor Mantri Tani Desa npaling banyak Rp. 1.250,000,- per

orang setiap bulannya selama 12 bulan;
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(4} Insentit  Petugas Desa/Kader Tekmis Lainnya paling
banyak Rp. 1.000.000,- per orang setiap bulannva
selama 12 bulan;

6} Suh Bidang Perhubiingan, Komunikasi dan Informatika.

a)

b}

Penyvelenggaraan Informasi Publik Desa:

Kegiatan ini mencakup kegiatan Penyelenggaraan Informasi

Publik Desa [Misal: Pembuatan Poster/Baliho mformasi

penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll). Penvediaan vang

dialokasikan dapat berupa Penvediaan ATK, bahan/ material,
sewa peralatan, operasional perkantoran, dan Makan minum,

serta Honor tim/ Petugas, dengan ketentuan °

(1) Insentif Atasan PPID Desa paling banyak sebesar
Rp. 1.000.000,- per orang setiap bulannva dengan
ketentuan jumlah personil maksimal | {satu) orang;

(2) Insentif PPID Desa paling banyak sebesar Rp. S00.000,-
per orang senap bulannya dengan ketentuan jumlah
personil maksimal 1 (satu) orang;

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Kemunikasi

dan Informasi Lokal Desa,

Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan

Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.

Penyediaan yang dialokasikan dapat berupa Penyeciaan ATK,

bahan/ material, sewa peralatan, Honor tim/Petugas,

operasional perkantoran, Makan minum atau Belanja Modal
peralatan elektronika/stiudin/ Kompiter atan Belania Meordal

Jaringan /Instalasi;

(1) Honor petugas komunikasi dan informasi paling banyak
sebesar Rp. 1.500.000,- per orang setiap bulannya dengan
ketentuan jumiah personil maksimal | (satu) orang;

7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8) Sub Bidang Pariwisata,.

a)

Pembangunan / Rehahilitasi / Peningkatan Samna dan
Prasarana Pariwisata Milik Desa;

Kegintan ini mencakup pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa yang baru atau

)=



b

Rehabilitas:/Penungkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa yang telah ada.

Pengembangan Panwisata Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan pariwisata
tingkat desa. Misalnya pengadaan/pembelian tanah untuk
prasarana pariwisata baru yvang dalam rtahun berkenaan
belum dibangun (sepanjang memiliki sumber dari selain DD).

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masvarakat/
lembaga kemasvarakatan desa vang mendukung proses

pembangunan desa yang mencakup:
1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakad.

aj

bl

el

di

MPengadaan / Penyelenggaraan Pos keamanan Desa;

Kegiatan ini mencakup Pengadaan/Penyelenggaraan Pos
Keamanan  Desa (pembangunan pos, pengawasan
nelnksanann jadwal ronda /patroli 41

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas
desal;

Kegatan i mencakup pelatthan tenaga
keamanan / ketertiban dalam rangka ketenteraman ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat,

Pelatihan Kesiapsiapaan /Tanpeap Bencana Skala Lokal Desa;
Kegiatan ini mencakup pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap
bencana skala lokal desa, untuk masyarakat dan tenaga
keamanan /ketertiban, dll.

Henyediaan Fos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
Kegiatan ini  mencakup Pengadaan/Penyediaan Pos
Kesiapsiagaan bencana skala Desa berupa pembangunan pos,
peiaksanaan jadwal ronda / patroli @il (Pembangunan maupun
pelaksanaan jika dimungkinkan dapat bersinergi dengan
penyelenggaraan pos keamanan desa, sehingga tidak
tumpang tindih dalam pelaksanaan).
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Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masvarakat
Miskin;

Dialokasikan guna membantu aparatur desa dan masvarakat
miskin dalam menghadapi masalah hukam. dil.

Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di
Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat:

Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan/
Sosialisast kepada Masyvarakat di Bidang Hulkum dan
Pelindungan Masvarakat, dll.

2] Sub Bidang Kebudavaan dan Keagamasan.

a)

h)

d)

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
Kegiatan ini mencakup memberikan pembinaan Croup
Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa.

Pengiriman Kontingen Oroup Kesenian dan Kehudavaan
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan
Kabupaten /Kota;

Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen rterkait
sebaga wakil desa di tingkat kecamatan dan kKabupaten /kota,
dll.

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Kengamaan (peravaan  hari  kemerdekaan, hari hesar
keagamaan, dll) tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/upacara
terkait Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan di desa,
dll.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa;

Kegintan ini mencakup Penvediaan Pemeltharaan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai aset.
Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
Kegiatan ini mencakup pengadaan/pembangunan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa



y¥ang baru atau Rehabibtas)/Pemingkatan Sarana dan
Prasarana Kebudavaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

yang telah ada Jumlah anggaran maksimal 30% dari nilai
aset.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkait
sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten, dil
b} Penvelenggarasn pelatihan kepemudaan tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup memberikan pelatihan kepemudaan
{Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll), dll.

c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
tingkat Desa;
Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan festival/Kepemudaan
tan Olahraga i tingkat desa, dil

d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
Raga Milik Desa;
Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan Olan Raga Milik Desa. Jurniah
anggaran maksimal 30% dari nilai aset.

e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemodaan dan Olah Raga Milik Desa:
Keglatan ini mencakup pembangunan/pengadaan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa vang baru
alau  Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa yang telah ada.

f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah
raga,
Kegiatam  imi mencakup memberikan Pembinaan Karang
Taruna/Klub Kepemudaan /Klub Olah raga, dil.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masvarakat.
a) Pembinaan lembaga adat;
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Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk
Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan Lembaga
Adar aran sehnran lnin
b} Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
Kegiatan  ini  mencakup  memberikan  Pembinaan
LKMD/LPM/LPMD atau sebutan lain.
¢} Pembinaan PKK;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dll
Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain:
- Belania Barang jass
* ATK;
* Pengadaan Buku-buku Administrasi;
* Perjalanan Dinas;
* Pengadaan Bahan Lomba Cipta Menu;
* Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa;
* Seragam Anggota TP-PKK;
« Seragam Lainnya;
¢ Pembuatan Papan Data;
* Pembuatan Plang TP-PKK Desa;
* Pembuatan Plung 10 Program Pokok TP-PKK Desa:
* Pengadaan Sarana Publikasi;
* Dokumentasi Kegiatan;
* Pengadasan Alat Peraga dan Simulasi;
* Rapat-Rapat dan Sesialisasi Program TP-PKK Desa’
* Penunjang keikutsertaan PKK Tk Desa ke Tk
Kecamatan dan ke Tk. Kahupaten.
¢ Insentif Kader PKK Desa

« Dan lain-lain.

d. Bidang Pemberdayaan Masvarakat Desa
Bidang Pemberdavaan Masvarakat menecakup sub-bidang dan
kegiatan vang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,
kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, vang mencakup:

I“I-



1} Sub Bidang Kelautan dan Penkanan

a)

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik Desa:

Kegiatan i mencakup penvediaan  peralatan atan
pembangunan karamba (darat/laut) dan kolam perikanan
darat milik desa vang baru atau rehabilitasi/ peningkatan
karamba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa
vang telah ada (Sepanjang masuk dalam kategon kapitahsasi
sebagal Penyediaan Modal menurut kebijakan akuntansi
setempat),

RBanmean Perikanan:

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang
diserahkan pada masyarakat berupa penyediaan bantuan
Bimt/perlengkapan (Pakan), yang bersitat bantuan stimulan.
Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat/Nelavan;

Kegiatan ini mencakup pemberian Pelatihan atmn Bimbingan
teknis atau tahap Pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG)
kepada Masyarakat, baik umum maupun nelavan.

2} Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

al

bj

Fenmgkatan Produksi Tanaman Pangan;

Kegiatan ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang
diserahkan pada masyarakat berupa penvediaan bantuan
peralisian /Bibir/perlengkapan  (pupukl  unmtuk  hidane
petanian, yang bersifar bantuan stimulan.

Peningkatan Produksi Peternakan;

Kegiatan ini mencakup Penyediaan Barang dan jasa vang
diserahkan pada masyarakat berupa Penvediaan bantuan
peralatan/bahan  bangunan/Bibit/perlengkapan  (pakan)
untuk bidang peternakan, vang bersifat bantuan stimulan.
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;

Kegiatan ini mencakup pembangunan baru atau pengelolaan
serta  pemeliharaan Lumbung Desa sesuai dengan
Kewenangan Desa.
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4)

5

d) Pelatthan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanmian/Peternakan;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/
Pengenalan TTG hidang pertanian dan astau peternakan
kepada  Masyarakat umum atau khusus pada
petani/peternak.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

&) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas Kepala Desa,
berupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan Kursus/pelatihan,

b} Peningkatan kapasitns perangkat Desa:

Kegatan ini mencakup peningkatan kapasitas Perangkat
Desa, Dberupa Penyediaan Perjalanan Dinas dan
hursus/pelatihan.
¢} Peningkatan kapasitas BPD;
Kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas BPD, berupa
Penvediaan Perjalanan Dinns dan Knrens/pelatihan.
Kegiatan sebagaimana poin a, b, ¢, dianggarakan dari sumber
selain DD, Biava penyelenggaraan disesuaikan dengan
penawaran instansi penyelenggara serta mempertimbangkan
azas etesiensi,
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga.
a} Pelatthan /Penvuluhan Pemberdavaan Perempuan:
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/ Penyuluhan
Pemberdaysan Perempuan di Desa, diutamakan pelatihan
bidang usaha ekonomi produlktif.
D) Pelatthan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
Kegiatan ini mencakup memberikan Pelatihan/Penyuluhan
tentang Perlindungan Anak di Desa.
Snh Bidang Koperasi, |isaha Mikro Keeil dan Menengah (LIMEM),
Pengandaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan
Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
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Kegiatan 1mi mencakup mengadakan teknolog tepat guna
yang dimiliki oleh Desa untuk menunjang ekonomi perdesaan
non-pertanian, dialokasikan ke Penyediaan sarana/prasarana
urttuk teknelogi fepat guna di Desa.
6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
a) Pembentukan BUM Desa;
Kegiatan ini mencakup rapat-rapat dan koordinasi
pembentukan awal BUMDesa. dil [Keterangan: Untuk
penvertaan Modal dimasukkan dalam Pembiayaan),
b} Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
Kegiatan ini mencaknp pelatihan pengelolasn BUMDesa.
7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios
milik Desa;
Kegiatan ini mencakup Penvediaan Modal Pembangunan
Pasar atan  Kios Milik Desa wvang bharn  amu
Rehabilitasi/Peningkatan Pasar atau Kios Milik Desa yang
sudah ada.

b} Pengermnbangan Industri kecil level Desa:
Kegwatan int mencakup pelatihan pengembangan industri
kecil level desa dan pengadaan sarana dan prasarana
pendukung kawasan industri level desa.

el Pemhenrukan /Fasilitast / Pelatihan  / Pendampingan
kelompok usaha ekonomi produktif;
Kegiatan ini mencakup Pembentukan, Fasilitasi, Pelatihan.
Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif misal:
pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil). Selain it
dapat dianggarkan untuk Bantuan Modal Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K),

e. Bidang Penanggulangan Benecana, Keadann Darvm dan Mendesak
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak:
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1) Sub Hidang Penanggulangan Bencana.
a) Penangggulangan Bencana.

Kegiatan ini mencakup upaya tanggap darurat akibat
terjadinyn beneana alam dan beneana sosial termasuk
penanganan kerusakan sarana dan prasarana vang
meényebabkan terganggunya pelavanan publik, dapat berupa
Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana. Bantuan
Stimulan Penanggulangan Bencana ialah evakuasi tingkat
pertama, dapat berupa bantuan langsung seperti
barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum
atan perarangan di desa vang terkenn beneana dan dapat
berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana
seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed,
tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan
tersebut dapat dikeluarkan dengan Keputusan Kepala Desa
dengan persefujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

2} Sub Bidang Keadaan Darurat
a) Keadaan Darurat.
Kegiatan ini mencakup upaya penanggulangan keadaan
darurat yang meliputi: (1) bencana alam, bencana non-alam,
bencana sosial dan/atau kejadian luar iasa: (2) pelaksanaan
operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau (3) kerusakan
sarana/prasarana  yvang dapat mengganggu  kegiatan
pelavanan publik.
3] Sub Bidang Keadaan Mendesak.
a) Keadaan Mendesak.
Kegiatan ini mencakup upaya pemenuhan: (1) Kebutuhan
desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
(2] Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja vang
bersifar wajib; (3) Pengeluaran desa vang herada di luar
kendali pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan:
dan/atau (4) Pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda
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akan menmmbulkan keruglan vang lebih besar bag
pemerintah desa dan/atau masyarakat.

Selanjuinya Bidang. Suh Bidang dan Kegiatan diatur dengan kode
rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB SIDANG DAN KEGIATAN

B!

Kode

Rekening

BIDANG, SUR BIDANG, dan KEGIATAN

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang |
dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
Diesa

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

|
— e |
T

—i |t |

Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan Operasional BPD

Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW

g

Lain-lain Sub Eidang Penvelenggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

01

— | e e

Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Pemeliharacn Gedung/Prasarana Kantor Desa

ol el o oo

03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana
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Kantor Desa

lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
pemerintahan Desa

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistik dan Kearsipan

3 01

Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

|
3 02

Penyusunan /Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa

Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

|

lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, siatistic dan kecarsipan

‘dan Pelaporan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan
APBDes

—

02
03

04

|

L

Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
Penvusunan Dokumen Perencanaan Desa |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa o

— — ]|

05 |

—

Penyusunun Kebijukan Desa

|

& &l & Bl & »

07

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

ot

Pengembangan Sistem Informasi Desa

—

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman
kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

lain-iain kcﬁaﬁn sub bidang tata praja pemerintahan,
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99

perencanaan, keuangan dan pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

&n

o1

Sertifikasi Tanah Kas Desa

w

02

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian
Registrasi Agenda Pertanahan)

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masvarakat Miskin

Mediasi Konflik Pertanahan

Penyuluhan Pertanahan

| & 28

| | el | e | e e

Oyl Cny 4| A LR n

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

07

Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa

90-
99

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan

|RINANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan

kematan dalam pembangunan pendidikan. kesehatan,

pekerjaan umurn, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti
hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait

\dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pembinaan;

'Sub Bidang Pendidikan

o

Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Mormal Milik Desa

02

\Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

03

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan /Taman

Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

05

ITPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/

|Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan

TR/TPA/TKA/TPQ / Madrassh Non-Formal Milik Desa
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Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik
Desa

Pengelolaan Porpustakaan Milik Desa

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

= = | s

s 8zlga

lain-lain kegiatan sub bidang Pendidikan

Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik
Desa

Penyelenggaraan Posvandu

b2 &3

Penyuluhan dan Pelatthan Didang Kesehatan {untuk
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehartan, dll)

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
Pembinaan dan Pengawasan Upava Kesehatan Tradisional

b

B B B3| K KO WD

M N RN N K N

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posvandu /Paolindes/PKD

|Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/

Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

01

Pemeliharaan Jalan Desa

02

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /CGang

W W W W W W

03
o
05

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pemelihuraan Jembatan Milik Desa
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,

|Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

[+

06

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Remasyarakatan
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Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
Desa / Petilasan Milik

08

Pemeliharaan Embung Milik Desa

b3

09

Pemeliharaan Monumen/Gapura/DBatas Desa

10

Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan |
Desa

3}

11

Pembangunan/Rehabilitasi/ thz_p_immﬂ; Pengerasan Jalan
Lingkungan Permukiman/Gang

12

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan

1U5aha'rarﬁ l

5

3

13

14

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengerasan
Jembatan Milik Desa
Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan lain)

15

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasvarakatan

16

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik

Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/
Batas Desa

lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang

01

Sub Bidang Kawasan Permukiman
Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

03

Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan /Sumur Bor, dll

Pemeliharaan Sambungan Al Bersih ke Rumah Tangga

S



(pipanisasi, dll)

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goreng-gorong, Selokan,

M|

Panit, dll,, diluar prasarana jalan)

Pemeliharaan Fasiias Jamban Umum AMCK wimuny, dil

07

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman

(Penampungan, Bank Sampal:, dll)

limbah Rumah Tangga)

Fim_taﬁ_ﬁmmn'“'f‘an;aﬁ_;'Tamn Bermain Anak Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan

- |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih

Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur
Bor, dll)

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air

Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

. |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman

(Gorang-gorong, Selokan, Parit, dil,, diluar prasarana jalan)

Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum, dll

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan |
Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan

Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

pemukiman

Fembagunun / Rehabilitusi/ Peningketan Taman / Taman
Bermain Anak Milik Desa

lain-lain keglatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Hutan Milik Desa

Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

tn| | Wy o

Pelatihan /Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

E| a0-

Ilm'n-lnin kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan

=




Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

B,

o1

Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

02

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan

Poster/Baliho Informasi penetapan /LPJ APBDes untuk Warga,
di)

03

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan,/Instalasi Komunikasi

dan Informasi Lokal Desa
lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika

=] =1

01

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Cnergi Alternatif tingkat |
Desa

02

Pembangunan /Rehahilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Energi Alternatif tingkat Desga

90-

lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

02

Pembangunan/ Rehahillt&n_ifﬁeningkntan Sarana dan Prasarana
Fariwlsata Milik

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

8| 90-

lain-lain kegiatan sub hidang pariwisata

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Ridang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran

masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung
proses pembangunan desa yang mencakup;

L

]Buh Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan I‘_t:lindungan

i::--



01

Masyarakat |
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa '

(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ |
patroli dil] '

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga

Keamanan /Ketertiban oleh Pemerintah Desa {Satlinmas desa)

Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintah daerah, dll} Skala Lokal Desa

;Péiaﬁﬁan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

‘Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Wl Cal W

Pelatihan / Penyulﬁhanf Sosialisasi kepada Masyarakat di

Bidang Hukum dan Pclindungan Masyarakat

]

lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat

18Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

01

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan

03

sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

|Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar |
keagamaan, dil) tingkat Desa

b

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah

Adat/Keagamaan Milik Desa

Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

01 [Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai

Caa!

lain-lain kegiatan sub bidang i{eﬂﬁuﬂ'ﬁfn;m dan Keagamaan

'Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

"' Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten /Kota

i

02

:Fuuyeleugg.maml pelutihan kﬂ[_JEIH:dWI {Kepemudaan,

=55 -



Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
tingkat Desa

TPemeliharaan Sarana dan Mrasarana Kepemudaan dan Olah

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

|Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Kelembagaan Masvarakat

01

Pembinaan Lembaga Adat

02

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

03

Pembinaan PKK

04

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

L3 G Lo Ly W W

B Bl B & B &

90
a9

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

BIDANCG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan

kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,

kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakal, yaig incicahup.

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

01

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Bl &) b B

e

02

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa

03

Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam

|Perikanan Darat Milik Desa

Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan /dst)

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonalogi Tepat Guna untuk

Perikanan Darat/Nelayan |

o



4| 1| 90- |lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
99
4/ 2] Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4] 2| 01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan
| Ipengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4 2| 02 |Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan
| pengolahan peternakan, kandang, dll
4| 2 03 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,
dll)
4| 2 04 |Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4| 2| 05 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan
4| 2| 90- |lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
9%
4| 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4| 3| 01 |Peningkatan kapasitas kepala Desa
4| 3| 02 |Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4| 3| 03 |Peningkatan kapasitas BPD
4 3| 90 |lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur
| 99 |[Desa
4 4 Sub Bidang Pemberdaysan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga
4| 4| 01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4| 4| 02 |Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4| 4| 03 |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penvandang
disabilitas)
4| 4| 90« lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
| gy |Perlindungan Anak
l 4 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)
4 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
i 4 02 F@.nge"rnban@;fsm-ana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan

<58 -




|Menengah serta Koperasi

03

Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan

Ekonemi Pedesaan Non-Pertanian

90-

99

lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

01

Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal
BUM Desa)

02

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan
oleh Desaj

90-
99

lain-lain kegiatan sub hidang Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

70 02

01

Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa |

Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik)
Desa

g @

Pengembangan Industri kecil level Desa

Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok |
usiaha ekonomi produlktif (pengrajin, pedagang, industri rumah
tangga, dll)

8

99

luin-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian®

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK

 Hidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak:

—

LSub Bidang Penanggulangan Bencana
00| Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

00

Keadaan Darurat

tn| tnl thl @ W0

W Kl K

Sub Bidang Keadnan Mendeaak.
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‘ 5\ 3| OO‘KeadaanMendcsak

Kegatan Belanja sesuai 5 (lima) Bidang dimaksud terdirl atas jenis belanja:
a. Pcgawai;
b. Barang dan Jasa;
rc. Modal: dan
d. Tak Terdugsa.
Yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pegawai
Jems belanja pegawai antara lain dianggarkan untuk penghasilan tetap,
runiangan, penerimaan lain, dan Pembavaran jaminan sosial bagt kepals
Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD,
b. Barang/Jasa
Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yang nilai manlaatnya kurang dan 12 (dua belas) bulan. Heberapa
contoh Belanja barang/jasa antara lain:
1} alat wilis kantor;
2}  henda nos;
3] bahan/material;
4] pemeliharaan;
5) cetak/penggandaan;
b] sewa kantor desa;
7) sewn perlengkapan dan peralatan kantor;
B) makanan dan minuman rapat,;
9 pakaian dinas dan aribuinyas;
10) perjalanan dinas;
11) upah kenja;
12) honorarium narasumber/ahli;
13) operasional Pemerintah Desa;
14) pemeliharaan sarana prasana Desa;
15) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
16} operasiomal RPD:
17) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
18) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.



Insentit Rukun Tetangga /Rukun Warga adalah bantuan uang uniuk
operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan
ketertiban, serta pemberdavaan masvarakat desa. Sedangkan Pemberian
barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.

. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas] bulan dan menambah aset. Pembelian/pengadaan
harang natan bhangunan digunakan untuk kegiatan penvelengearaan
kewenangan desa.

. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan pada sub bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yvang

berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
titkak dapat diprediksikan sehelumnya;

2) tidak diharapkan terjadi berulang, dan

3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Selanjutnya Belanja Desa diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut:

DAFTAR KODE REKENING BELANJA

3 T TAELANGA 1
501 Belanja Pegawai
5/1]1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5[ 1] 1,01 Penghasilan Tetap Kepala Desa '
5/1/1][02] Tunjangan Kepala Desa
'5/1/1/90-] Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
99
9|12 l-‘anymmla?i_’ﬁihﬁ dan Tunjangan Perangkat Desa
501201 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5|1/ 2[02] Tunjangan Perangkat Desa
512

Qﬂ--t Ponerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah *

-6§) -



99
'51[3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5/ 1/3/01] Jaminan Kesehatan Kepala Desa o
5 13,02 Jaminan Kesehatan Perangsat Desa
"5/ 1 3 03| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
51/ 32/04| .Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5| 1|4 ‘Tunjangan BPD
51 401 Tunjangan Kedudukan BPD
5 1/4/02] Tunjangan Kinerja BPD
5(2] | |Belanja Barang dan Jasa
52/ 1] | Belanja Barang Periengkapan
5/ 2| 1/01| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5|2/ 1/02] Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5|2 i 03, Belanja Periengkapan Alat-aiut Rumah Tanpga/Feralatan dan
Bahan Kebersihan
5/2| 1/04| Delanja Bahan Bakar Minyak/Gas/lsi Ulang Tabung Pemadam
Kebakaran
52/ 1/05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang
Cetak dan Penggandaan

'5/2|1/06] Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -

Belanja Barang Konsumsi
5/ 2/ 1/07| Belanja Bahan/Material
5/ 2]/ 1|08] Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
b|_3. 110G Belauja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atrbut
5/2/ 1/10] Belanja Obat-obatan I
52/ 1/11| Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-obatan Hewan
'5/2/ 112! Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5/ 2/ 1/00- Belanja Barang Perlengkapan Lainnya B
99
5|22 Belanja Jasa Honorarium -
5/2/2[01] Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
5/ 2 2/02| Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/
Operator

3 Zl 2 1331 Belanja Jasa Honorarnum/ insentf Pelayanan Desa

=



5/ 2| 2|04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/
Narasumber
2 05! Belanja.Jasa Honorarium Petugas
212 90-[ DBelanja Jasa IHonerarium Lainnya
99
5 2 3| | Belanja Perjalanan Dinas
=__5 2 3;“1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5/2'3/02| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5/ 2|/3|03| Belanja Kursus/Pelatihan
5 21 e Belanja Jasa Sewa
52 4101 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
52/ 4/02| Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5/ 2 4 03| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5| 2] 490 Belanje Jasa Sewa Lainnya
99
5|28 Belanja Operasional Perkantoran
5/ 2| 5/01] Belanja Jasa Langganan Listrik
5|2/ 5/02| Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5|25/ 03| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5 25|04 BelanjaJasa Langganan Telepon o
5/ 2[5/05] Relanja.Jasa Langganan Internet
5 2 5|06/ BelanjaJasa Kurir/Pos/Giro
5/ 2507 Belanja Jasa Perpanjangan ljin/Pajak - .
52| 590+ Belanja Uperasional Perkantoran Lainnya _
99
526 Belanja Pemeliharaan
5/2/6/01 Belania Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5/ 2 6|02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5/2/6|03] Belanja Pemeliharaan Peralatan
5(2/ 604 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5/ 26|05 Belanja Pemeliharaan Jalan
5|2/ 6/06| Belanja Pemeliharaan Jembatan
52 6|07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air
Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dlii)
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5| 2 6 08| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon,
Internet, Komunikasi, dll)
5 2|690- Belanja Pemeliharaan Lainnya —
g |
51207 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
512/ 7|01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat |
527102, Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/ Peralatan }amg |
diserahkan ke masyarakat
527 03] Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat |
"5/ 2| 7/04| Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5/ 2| 7|05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman /Hewan /lkan |
5 2 790- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
99 Lainnya
5/3| | |Belanja Modal
53/ 1| | Belanja Modal Pengadaan Tanah o |
53/ 1/01  Belanja Modal Pembebasar/Pembelian Tanah
5 3| 1/02] Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5/ 3] 1103 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5/ 3/ 1104 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5/3/1/05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5 3/ 1/90-| Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
99
Jb 3|2 Belanjn Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
G532 01| Belanja Modal Honor Tiun yaug Melaksanakan Keglatan
53/ 202 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
53 2/03| Belanja Modal Peralatan Komputer
513/ 2104 Belania Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5/3| 2|05 Belanja Modal Peralatan Dapur
5/ 3|2 06| Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
'5/3/2(07] Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
"5/ 3[2/08] Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
'5/3/2(09 Belanja Modal Peralatan khusus
Pertanian / Perikanan/Peternakan
si{ 2/10| Belanja Modal Mesin




5/ 3/ 2/11| Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5/ 3[2/90- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
99
52| 3 Belanja Modal Kendaraan
'5/3/3/ 01| Belanja Modal Honor Tim yang Mclaksanakan Kegiatan
53 3102 Belanja Modal Kendarazn Darat Bermotor
5/ 313/03| Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotar
5/ 3/3/04| Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5/ 3/ 3108| Belanjn Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5| 3/ 3190 Belanja Modal Kendaraan Lainnya
99
5|3l 4 Helanja Modal dedu-ng, Bangunan dan Taman
5/ 3/ 4/01] Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5| 3| 4|02, Belanja Modal Upali Tenaga Keja
5|3 4 03| Belanja Modal Bahan Baku
5/ 3] 4/04| Belanja Modal Sewa Peralatan
151315 Belama Modal Jalan/Prasarana Jalan
5/ 3| 5/01| Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5! 3/ 5/02] Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5/3|5]03  Belanja Modal Bahan Baku
53 5/04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3|6 Belanja Modal Jembatan
s[3le]01 Helanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5/ 36|02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5/ 3| 6/03] Belanja Modal Bahan Baku
'5/3/6/04| Belanja Madal Sewa Peralatan
51 3|7 Belania Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/Air
Limbah / Persampahan
5|37 01| Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5/ 3| 7/02] Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
53/ 7|03 Belanja Modal Bahan Baku
537,04 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 38 Belanja Modal Jaringan /Instalasi
53| 8 | 01| HBelanja Modal Honor Tim yvang Melaksanakan hegiatan

B8 -



5/ 3|/8|02| Belanja Modal Upah Tenaga Ketja

'5/3[8[03  Belanja Modal Bahan Baku
|5/ 3|8 04| Belanja Modal Sewa Peralatan
[ 5/3(8] | Belanja Modal lainnya
I5]/3]9 lm Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
|53 19/02|  Belanja Modal khusus Olahraga

5/3/9/03| Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudavaan /keagamaan

5/ 39 | 04| Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman

5/3/9 05 Belanja Modal Hewan

5/3/990-| Belanja Modal Lainnya —

99

5 Belanja Tak Terduga N

541 Belanja Tak Terduga
| 5| -'r| i Gi.|. Belarje Tak Terduga

3. Pembayaan

Pembiavaan Desa meliputi semua penerimaan vang periu
dibayar kembali dan/arau pengeluaran vang akan diterima kembah,
baik pada tehun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:
a4, Penerimaan Pembiayvaan, dan
b. Pengeluaran Pembiavaan.

Penerimann Pembiayaan mencakup:

a  Sisa lebih perhitungan angearan [SILPA) tahun sehelumnva;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

S1LFA antara lain pelampauan penenmaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan vang
digunakan untuk:

a. menutupt defisit angearan apabila realisasi pendapatan lehih kectl
dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. mendanal kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan,




SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan
setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kecamatan dan/atau Inspektorat
Kabupaten terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
[APBDesa) Tahun Angearan 2020

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam
penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam
penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan.

Pengeluaran Pembiavann terdin dari
a Pembentukan Dana Cadangan, dan
b. Penvertaan Modal Desa kepada BUM Desa yang bergerak di bidang

usaha antara lain:

1. Bidang lisaha Kepariwisataan,
. Bidang Usaha Pertanian;
Bidang Usaha Peternakan;
Ridang lisaha Perdagangan, dan
Bidang Usaha Usaha Lainnya.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk
mendanai  kegiatan vang penvediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnva dibebankan dalam 1 (satd) tahun anggaran.
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.
Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat:

B W K

om

a. penetapan njuan pemhentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan vang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan wvang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan
atas penerimaan Desa, kecuali dar penerimann vang penggunaanmya
telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
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Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening
tersendiri berupa portofolio (Deposito] pada Bank yang ditunjuk
sebagai pemegang Rekening Kas Desa, Penganggaran dana cadangan
tidak metebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa

KODE REKENING PEMBIAYAAN

Kode
Rekening
| Uraian
al|blc |d
6 PEMBIAYAAN
6] 1 Penerimaan Pembiayaan il
6, 1} 1 SILPA Tahun Sebelumya
6 1] 1] 01| SILPA Tahun Sebelumnya
6| 1| 2 Pencairan Dana Cadangan
6| 1 EI 01 Pencairan Dana Cadangan
6 1] 3| Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6/ 1| 3|01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6 11 9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya ]
6| 1| 9| %90- Penerimaan Pembisysan Lainnys
99
6| 2 : Pengeluaran Pembiavaan
6| 2| 1 Pembentukan Dana Cadangan
6| 2 1] 01 Pembentukan Dana badnngm
6| 2] 2 Penyertaan Modal Desa o
6 2 2 01| Penyertaan Modal Desa &
6| 2| 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnyva
[ 6] 2| 9/90-| Pengeluaran Pembiayaan lainnya
| | 99

). Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Desa
dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten,
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2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupat.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

t.

Prinritas  Penpoumnasmn Dana Desa diarashkan nntuk program
dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui
pemulihan ckonomi nasional sesual kewenangan Desa, program
prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan
baru Desa;

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan uniuk menjalankan
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peratiiran Pemerintith Pengganti Undane-indang Nemar 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stahilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjac
Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa
dan /atau tempat ibadah tidak diperbolehkan dari sumber Dana Desa;
Penggunaan Dana Dess Tabmn 2002 dapar digunakan untuk bantuan
dana pendidikan untuk keluarga miskin atau untuk anak berprestasi.
Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keunngan
provinsi diterima setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2022 ditetapkan, maka Femerintah [Desa harus
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa 2022 dan/atau
peraturan Desa tentang Peruhahan APBDesa Tahun Anggaman 2022
Kegintan Fisik yang berupa Pembangunan OGedung/Kantor dan
bangunan lainnya, harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan
dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang
Sah berupa Sertilikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah.

Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan
hasit penentuan /penaksir harga tanah vang dilnkukan oleh tim
independent/diluar desa vang dibentuk oleh Camat.

Pembayaran Insentif kepada Staf Pengolah Data, Stal Administrasi
Keuangan Desa, Petugas Jaga Desa, Staf kebersihan, Matri Tani Desa,



1.

stal pelayanan umum dan stat sekretariat BPD dilakukan setelah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dibavarkan melalui
pemindahbukuan rekening (Non-Tunai).
Standar Satuan Haroa Unmk Honorarium Panitia Pelaksana di Desa
dapat ditetapkan sebagai berikut:
a. Panitia Pelaksana Kegiatan |

1) Untuk kegiatan mulai Rp. 5.000.000 sd. 10.000.000,-

Pembavaran Honorarium Pelaksana Kegatan setngg-tingginya

sebagai berikut :

» Penanggungjawab @ 300.000,-
r Kerun : 250.000,-
» Sekretaris : 200.000,-
» Angpgota ¢ 150.000,-

2) Untuk kegiatan Jebih dari 10.000.000,- Pembayaran
Honoranum Pelaksana Kegatan setingg-tingginya sebagai

berikut :

» Penanggungjawab : 650.000,-
» Ketua - 5560.000, -
» Sekretaris : 450.000,-
» Anggota : 350.000,-

b. Belanja Lainnya :

Belama lainnya di luar point 1) dan 2) di atas sepenuhnya mengacu
pada Peraturan Bupati Lebak tentang Standar Satuan Harga
Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 dengan
menvesnaikan harga Inkal Desa.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa), Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran,
Laporaan Penyelenggaraan Pemenntah DUesa (LFPDesa), Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Pemerintah Desa (LKPJDesa) diupload
dalam Aplikasi on-line dan/atau website resmi.
Informast mengeniai Angearan Pendapatan dan Helanja Desa Tahun
Anggaran 2022 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2021
diinformasikan dalam Baliho yang dipasang di depan Kantor Desa.
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12,

14

15.

16.

17

18

Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di
Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat
Kecamatan dengan pelaksana lembaga vang berbadan hukum atan
panitia yang dibentuk oleh BKAD. Ditetapkan berdasarkan hasil
Musyawarah Antar Desa (MAD]. Besaran anggaran untuk
melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan
keputusan rapat Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Narasumber
kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah sescorang telah
memperoleh sertifikat Training of Trainer (ToT) atau Pejabat Struktural
sesuai  bidang tugasnya. Penvelenggara telah memiliki - sertifikat
management of trainming (MoT).

Kegiatan pelatihan bagi Kepala Desa, perangkat desa, staf desa dan
pimpinan dan anggota BPD dilakuan sesuai ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

Operasional dan Tunjangan BPD dapat dibayarkan apabila BPD telah
melaporkan kegiatan rutin 3 bulanan.

Pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan sesusai ketentuan
pengadaan barang di desa meliputi pengadaan sarana prasarana kerja,
pengadaan material untuk pembangunan sarana kerja dan pengadaan
barang dan jasa bidang pertanian, berkebunan, peternakan, perikanan
dan mdustn kecil,

Tunjangan tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa vang bersumber dari PADes yang
hesaranmya sesiai dengan kemamptian kenangan Desa,

BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan vang layak yang bersumber
dari PADes.

Tunjangan BPJS dapat diberikan kepada ketua BPD dan Sekretaris
HPL.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa vang telah di delegasikan oleh
Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas
delegasi. Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat membentuk
Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf
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Kecamatan bersangkutan sebagal tim evaluasi sesual kebutuhan, yang

ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

a. Contoh Format Peraturan Desa fentang APHDesa 2022

PERATURAN DESA.......ccons
KECAMATAN ............ KABUPATEN LEBAK

NOMOR.......

TENTANG
ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DESA .
TAHUN ANGGARAN 2022




-1-




PEMERINTAH DESA ...coovvvvvnnn-- BECAMATAN . .rinneens
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2021

Memmbang

KEPALA DESA .....ccocceenieie KB oiseuahias v

KABUPATEN LEHBAK

PERATURAN DESA .....iccimimnin
NOMOR ....... TAHUN 2021

TENTANG

ANUUARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT THHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..iivinminniininn

. a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal

wijud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnva
kemakmuran masyarakat Desa:

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Tahun

Anggaran ... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
yang disusun sesuail dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
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Mengingat

1

lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyarakat vang adil, makmur, dan
spinhtera:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2014 Nomaor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
24493);

Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dinhah heherapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor b8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemermntah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

N,



4.

10.

11

Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentung Perubahan atas Peraturan
Pemernntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
H8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Kepmrtusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Ualam Negenn Nomaor 20 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desn, PDT dan Trans Nomar 7 Tahun
2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20151);

Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 64 Tahun 2021
tentang Pedaman Penynsunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 64).
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Menetapkan

Dengan Kesepakatan Hersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DESA TENTANG ANGUGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ............ TAIIUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendaparan Desa BREN s B OO
2. Belanja Desa |- - SRR P e T RO
Surplus / Defisit D sonesimeaniiais PUREa—

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan IRB o suswssssvranbimasnbinses
b. Pengeluaran Pembiavaan R s ias i
Selisih Pemhinvaan [a — by Rp.

Pasal 2

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian vang tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ni.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APH Desa;
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a dattar penyertaan modal, jika tersedia;

b.daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sehelumnya, itka ada.

I'asal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa lenlang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Uesa sebagm
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1} Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
menggunakan anggaran jems belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedin  anggarannya, vang selanjuinva
diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

(4] Kegiatan sebagmimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kntena:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan rerjadi scesra berulang:

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/atau permasalahan sosil; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:

a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;
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b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

. kegintan vang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menvehmbkan  SilPA  akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan membentahukannya kepada Bi'D.

Pasal 7
Peraturan Desa int mulat herlaku pada mng_gal divndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetzhui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa ......

Ditetapkan di Desa ...............

KEPALA DESA ... .. ...

Diundangkan di . _...........
pada Tanggal.........ccccivn

SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA ..o TAHUN 2021 NOMOR ...



LAMBPIRAN PERATURAN DESA .............
NOMOR ...... TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022,

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ..cooccvvnee. KECooriiiivinne
TAHUN ANGUGARAN 2022
 KODE ANGGARAN SUMBER |
REKENING VERAAN Rp. DANA
N a I a4 | 5
ab]clalb
4 |PENDAPATAN o
1 PADesa

4

™ 4|2 | Transfer ’_
4 |3 |Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

| 5 |BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
rlr Penvelenggaraan Belanja Penghasilan

Tetap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

| ]

Tunjangan Kepala Desa

| == T = J - ————————— 4 |
110151 |Belanja Pegawai

113] | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pelayanan administrasi umum dan
01 kependudukan
|Belanja Barang dan Jasa

,_.
T W
<
)
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Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Sarana

Desa /Sanggar Belajar

Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan

2105513

Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesa

Penanggulangan Bencana

4 |Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

tnl Ln| on| o OA

oM

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

|SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

rrrrrrrrrrrrrrrrr




b. Format Perkades tentang Peryabarun Angguaran Pendapatan dan Belanja
Desa

EEPFALA DEBA o IR ierierivasvsspess
KABUFPATEN LEBAR

PERATURAN KEPALA DESA ... .....ooiicviiennns
NOMOR ....... TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....ccrneeeeeninnsnnes

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor.. ... Tahun 2021 tentang Angearan Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun
Peraturan RKepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.....[Nama Desa) Tahun Anggaran
20434;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



2.

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5679,

Peraturan Pemerntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 553Y] sebagaimana telah cdiubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  LUndang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
CYANIR

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yvang bersumber dari Anggaran
Pendapatan  dan  Relanta  Nepara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558|
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggnran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lemharan Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016



Menetapkan

. tentang Kewenangan Desa (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Desa. PDT dan Trans Nomor 2 Tahun
015 temmang Taia Tertih dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendinan, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
pembubgaran Badan Lisaha Mihk Desa;

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Repuhblik Indonesia Tahnn 2018 Nomaor G11):

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1| Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 20151);

11. Peraturan Bupati Kabupaten lebak Nomor.. Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Relania Desa Tahun  Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomeor... |;

12. Peraturan Desa .......... Nomor ..... Tahun 20... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanju Desa Tahun Anggaran
20... (Lembaran Jesa......... Tahun 20.. Nomor ......).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEFALA DESA TENTANG  PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa



A, Pendapatan Asli Desa BD.. coceenaerrersprsnsresens
b. Transfer REE womnissrsirisiesrin

¢. Lain-lain Pendapatan vang sah - VR
Jumlah Pendapatan Rp

2. Belanja Desa

a. Bidang Penvelenggaraan o R e R A
Pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan B iiliiiiviiiteetidinsaidvs

¢. Bidang Pembinaan BB sxeisiecsecioruwrosisinsess
Kemasyarakatan ‘

d Bidang Pemberdavaan - P
Masyvarakat

e. Bidang Penanggulangan D sccnirasinansanansseses
Bencana, Darurat, dan
Mendesak Desa

Jumlah Belanja Rp. ..cocviiiiiiinn.
Surplus / Defisit  Rp. ...

3. Pembiayaan Desa

a.Penerimaan Pembiayaan ;s SN S =

b. Pengeluaran Pembiayaan BB ciisissisvionesisnsisii

Selisih Pembiavaan (o -h) R iR T
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini,

Fasal J
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
vang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) vang disusun
oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan
anggaran.
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Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat  mengetahui, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Kepala Desa i dengan
penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa)

Ditetapkan di Desa ......coveviins

KEPALADESA .......... _

.........................

Diundangkan di......ei.
pada Tanggal...........ccoorr-

SEKRETARIS DESA

|||||||

.....................



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ...... TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022.

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ... REC
TAHUN ANGGARAN 2022

KELUARAN/ SUMBE f
1" |.

KOBE DHITPHT  ANGGARA'
IEKENING | | ' 'SATUA N B
FRARSEAEY VOL. " DANA

—
b
L
L
o
o
-nq

IPENDAPATAN
FALlesa

1| |Hasil usaha

1]... «Obyek Pendapatan>

Transfer '

Dana Desa | il

Pendapatan lain-lain

Ll 8 opl o BB B e

ta| R 3 W3] =] ) -

1] |Penerimaan dari Hasil .
| Kerjasama Antar Desa I
4 3[11]....[<Obyek Pendapatan> |

JUMLAH PENDAPATAN

s |1 ] BELANJA

Penyelenggaraan

Pemerintahan
l |Desa

1 S Y P S -

=



\Eényelenw@'@man Belanja

: Tetap,

‘unjangan dan Operasional
Pameriits oy B

Penyediaan Penghasilan

Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penighasilan Tetap &

|

Tunjangan
Kepala Desa

.. <Rincian Obyek Belanja>

Administrasi

Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik

dan

iKE-ErBipan

Pelayanan administrasi

umum dan kependudukan |

Helanja Barang dan Jasa

SPI’J
2

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>

Desa

Pelaksanaan Pembangunan |

Pendidikan

Peningkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaan /Taman
Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

\Pembangunan / Rehabilitasi/

Belanja Modal

-l a3l

—
7
(| @ o

| w| w

Relanjn Modal Gedung dan |

4! ... l<Rincian Obyek Belanja>
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5 Penanggulangan Bencana,
‘Keadaan Darurat dan I ]
Mendesak '
5 100 Penanggulangan Bencana |
5/ 1p0s 4 Belanja Tak Terduga
R T |
5| 1p0s 4{0] Belanja Tak Terduga
0 -
5| 100/5 4 0/00Belanja Tak Terduga
! il
T UUMLAH BELANJA
| |SURPLUS /(DEFISIT) ]
f = |
6 PEMBIAYAAN
ﬁi 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1|1 SiLPA Tahun Sebelumnya |
ﬁ|’ 11| 1 [SiLPA Tahun Sebelumnya
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana 1
6 21| [Cadangan
Pembentukan Dana
6 22| 1 [Cadangan
i .
ds| -
' |
| SELISIH PEMBIAYAAN - |
S NN — —— "
| | Kepala Desa,
]
el ! ( scisvsamiiel)

RENCANA KEGIATAN DAN ANUGAKAN



TAHUN ANGUARAN 2022

DESA
KABUPATEN  : ...oiieene.
PROVINSL 1 vvsnssnnes
ANGGAR RENCANA PENARIKAN
AN ANGGARAN (Rp)
KODGE
URAIAN Jum| Su [J |F J S
REKENING MalA [Me| |J|Ag| |O|No
lah imbeja |e u e
rprii| [uju] kv
(Rp.)| v [n|b n P
2 3 - 5 b
alblcla|b|eld
] b}
l | b
t 1
Divenfikagraleh: ey
Sekretaris Desa L verennene. Kaur/Kasi
( - (
Disetujui oleh:
Kepala Desa,
{oes )



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINS!

RBidang/Sub
Bidang/Kegiatan

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN 2022

"

Lok

asi lﬂl.

Sat

uamn

Waktu

Tim
yang

Sub
Bid

Bida
ng

Ju

‘mia

IR

Mul

11

13

v~ EEF

15

16 | 17

i8

19

Jumia

-y -




-—

bina

asyar
an

Jumla
h Per
Bidang
3

g

Bidang

-2 -




dan

desa

g

Kepala Desa

Sckretaris Desa

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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KENUANA ANGUAKAN BIAYA
IPEMER‘[NTAH DE‘sA Gimshsisasaaibmnin EEE*v-rii---i---

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Budang -y TR O e RO T
2. Sub Bidang 8 e RSN
3 Kegiatan T g—
4. Wakmn : Vianuar - 31 Desemhber 2022

Pelaksanaan
Rinecian Pendanaan

HARGA
. JUMLAH
KODERING URAIAN VOLUME SATUAN Rp)
(Rp.) '
1 = i. A 5
F .
JUMLAH (Rp.)

; P k.

Triwulan il ! Rp. ...

Triwwlan Il : RpP. cocvvvrererenrnes

Triwulan 0 : Rp. c.coovvvinniannn

Teiwulan IV : RP. coovvecnienninn

Disetujui/mengesahkan Kepala Seksi/Kaur
Kepala Leas: =000 Giaiedassaisesasis
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RENCANA ANGUARKAN KAS DESA

TAHUN ANGGARAN 2022
DESA JE——
KECAMATAN - s
KABUPATEN ..
PROVINSI
ANGGA|J |F J JUM
KODE Ma|A JlAg| |O|No|D
URAIAN RAN |a|e u e LAH
REKENING rojpr|i| jul llt] v jes|
(Rp.) |nfb p (Rp.)
1 2 | 3 - 5 6
alblclalb| cld
Dwenhkasioleh: L eeeiiaraarearas -
Sekretaris Desa e
Kaur Keuangan
[T T Sy T ] Baisasnuaasimed )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

Ny .



¢. Tahapan Kegiatan dan Jems Dokumen Penyusunan, Fembahasan dan
Penetapan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022.

TAHAPAN KEGIATAN DAN JENIS DOKUMEN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN
DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Rancangan APBDesa TA.2022; lama 1
TA, 2022 olch b, Pembahasan dengan minggu
Sekretaris Desa Pelaksana / Lembaga
Kemasyarakatan
2. | Laporan Sekdes a) Nota Dinas Laporan 1 Hari | |
Kepada Kepala Desa dan Sekdes Kepada |

dengan Lampiran Nota Kepala Desa;
Dinas Dan Dokumen  b) Dralt Rancangan

Rancangan APBDesa APHDesa TA. 2022
TA, 2022
3. Penyampaian a) Surat Pengantar dari 1 Hari

' Rancangan Peraturan Kepala Desa Kepada

Desa Tentang APBDesa | Pimpinan BPD;

TA. 2022 b)Draft Rancangan
APBDesa TA. 2022
4. | Rapat Musyawarah Surat Undangan, Berita | 1 hari

Persiapan Pembahasan | Acara & Lampiran Berita

APBDesa TA. 2022 Acara (oleh BPD)
5.  a)Rapat Paripurna i ajSurat Undangan Rapat | 1 han

(Pembahasan Paripurmna |, Daftar
Rancangan APBDesa Hadir Paripurna I,
2022 Antara BPD Berita Acara Paripurna
dengan Pemerintah I dan Visualisasi Acara
Desa; Paripurna [;

b) Rapat Musyawarah h) Surat Undangan 1 hari




Desa Oleh Ketua
Pelaksana Keglatan
Musyawarah Desa

{Penetapun APBDesa |

TA. 2022 dan Uji
Publik);

| €] Rapat Paripurna II,

(Penyvampaian
Laporan Panitia
Musyawarah Desa,
Fenandatanganan
Keputusan BPD
Tentang Kesepakatan
APBDesa TA. 2022
dan Sambutan
Tertulis Kepala Desa)

Musdes (Uji Publik),
Daftar Hadir Musdes,
Berita Acara Musdes
dan Visualisasi Acarn
Musdes;

¢] Surat Undangan
Paripurna 1, Daltar
Hadir Paripurna I,
Berita Acara Paripurna

[l dan Visualisasi Acara
Panpurna ll; dan

d) Keputusan BPD
Tentang Kesepakatan
Rancanenn APBDesa
TA. 2022

Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022
Olel Tim Asistensi
Kecamatan Yang

Dibentuk Oleh Camat.

1 hari

Verifikasi Dan Evaluasi a)Surat Pengantar Kepala

Desa Kepada Camat,

b) Lembar Evaluasi
APBDesa TA. 2022; dan
¢} Visualisasi Acara

Fvaluasi & Verifikasi
APBDesa TA. 2022

_Paling
| lama 1
Minggu

¥y .




VISUALISAS! DAN DOKUMENTAS]
PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDesa TA. 2022

Foto - 1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa denpgan pelaksana kegiatan /Lembaga
Kemasyarakatan

Foto - 2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Sekretariat Desa

.98 -



Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Pengurus LPM

Fﬂtﬂ— 4 rhEEE ‘iﬂf

Acara Pembahasan Rancangan APHBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus TP-PKK

Foto - 5 ..... dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu




Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban RT/RW

Fhm_' ? Faeem dﬁ!

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan Karang Taruna

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus BUM Desa

- juy -




Fﬂto- gtp-u dﬂt

=101 -




KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA ...ccooviviiinnn

DARI : SEKRETARIS DESA

TANGUAL - SRR - [ 1 |

NOMOR . 910/ -Ds....... 2021

PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANOAN
ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022,

DISPOSISI 1S

Dihatii kai dengain FTVIRIIT ] HEE pelaksainan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka
diharapkan dapat dilanjutkan pada rahap penyvampaian
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2022 kepada
BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui
Paripurna |, Musdes dan Peripurna I1.

Demikian dilaparkan, terima kasih

Sekretaris Desa,

-102 -



PEMERENTAR DESA ... oaaasseimeas

FABpARRIRE R aRR iR e End bR 2021
Kepada:
Yth. Ketua BPD

di-
Tempat
SURAT PENGANTAR
MNomor : 140/......./Ds...... J2021
[Ne. | Jenis Berkas Jumlah Keteranpan
"1 | Dokumen Rancangan Peraturan| | (satu) Disampaikan dengan
Desa Tentang Anggaran berkas hormat untuk
Pendupatan  dan  Belanja  Desa | ergaddi balian
Tahun Anggaran 2022, sebagai Selanjutnya.
bahan  Rapat  Paripuma [,
Musyawarah Desa dan Rapat
Paripurna 11

Kepala Desa .................

- s -




BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
(BPD)

T et e A T s
iy s RSN
Kepada
) | « SERRESETSRR————S

Nomor . 005/ -BPD/Ds.
Lampiran @ [2021] i =
Perhal yo- Tempat

Undangan Musyawarah

Persiapan Pembahasan

Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran 2022

Disampaikan dengan hormat, sehagaimana kita ketahm
bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahanan
Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini
kami mengundang kehadirannya pada

Hari/Tanggal @ ...

Puloul S ereere. WIB 8/d Selesai

Tempat

Acarn . Pemhahasan dan Penentunn dadwal

Rapat-Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa  Tahun
Anggaran 2022.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

- 104 -






an. KETUA HPL
Sekretans,

Tembusan :

Catatan :

Peserta Rapat adalah :
1. Ketua BPL;

2. Wakil Ketun BPD:;

3. Sekretaris BPD;

4. Kepala Desa; dan

5. Sekretaris Desa

- 108 -



BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 910/BA. ..... JPAN.MUS /2021

Poiile Tater Tk, .eonvnsransimnmnmsres EABERAL wovevaomanvsrases bulan ....... tahun 2021, telah
dilakaanakan Rapat Persiapan Pembahasan Raneangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa .... Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal .

berfempat di ...... yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris

Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBllesa Tahun

Anggaran 2022, antara lain sebagai berikut :

a) Rapat Paripurma | Tanggal ................, dengan agenda pembahasan
Ranenngnn APRDess Taknin Angeanran 2022 oleh Kepaln Desst kepmddn RPD
dengan DPA Terlampir;

b} Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal .........ccoooene , dengan agenda
penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua
dan Anggula BPD, Repala Desa, Sckretaris Desa, Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan
unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK Desa, Ketua
Karang Taruna dan dthadiri nleh nnanr masyarakat anrara lain tokoh adar;
tokoh agama; tokoh masyarakat, tokoh pendidik; perwakilan kelompok
tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan
perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan
RAB Terlampir;

¢) Rapat Paripurna Il Tanggal .................. , dengan agenda pembahasan vaitu
Penvampaian Laporan Hasil Musvawarah Desa, Penandatanganan
Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan
Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota
BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

PDemikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarmya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

= Ut -



NG NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. KETUABPD | 1. o
WAKIL
4 KETUA 8. ..
2 SEKRETARIS —
BPD TS
KEPALA
" DESA S
2 SEKRETARIS
DESA 5. e,
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LAMPIRAN BERITA  ACARA  KAPFAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN
RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
2022,
Nomor : 910/BA. ...../Pan.Mus/2021
Tanggal © ........

RIENCANA ANGLTARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA 11

- 108 -

HARGA

. _ JUMLAH
NO. URAIAN VOLUME SATUAN

(Rp.)
(Rp.)

e i R I R e g
A.PARIPURNA | —
B, MUSYAWARAH DESA
C. PARIPURNA II |




JUMLAH (Rp.)
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o PEMERINTAHDESA ... .oiiiiiinines
( “%_ BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA

& (BPD)

3 messesvsmien 2021
Repada
WM s GG
Nomar . 005/ -BPD/Ds. /2021
Lampiran - di -
Perihal . Undangan Rapal Paripuma Tempat

Penyaimpaian dan Pembahasan
APBDesa TA. 2022

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka
Penvampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran
2022, maka dengan int kami mengundang kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : .....c.coonens e Vhisees
Pukul ! reeeenes WIB 8/d Selesai
Tempat JE TR T T IR TR PEE P

Sustnan Acara :
. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa
TA. 2022 oleh Kepala Desa
didampingl oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawal,
4. Penutup.
Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

- -




KETUA BPD,

Tembusan :
= ¥th. Camatl ....cccorsrrsrvnvernss

Catatan .
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA |

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
— e _—
1. Kepala Desa 1.
2. Ketua BPD 2.
J. Sekretaris BPD 3.
4. Anggota BPD 4.
5 Angenta BPD 5
6. Anggota BFD 6.
7. Sekretaris Desa | 7.
8. ) Kasi Pemerintahan 8.
9. Kasi Ekbang 9.
b Kanr i !rnﬂ_m 3 0.
1 Kaur Keuangan 11.
Dst.
......................... J s S0E1
Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sckretaris BI'D,




BERITA ACARA RAPA'T PARIPURNA |
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJADESA ..............

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR ; 910/BA. ...../BPD/2021

Pada har ind, ..o fEnggal ..o DUlan ... tahun 20.., telah
dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancnn@n Anggaran Pendapatan dan
Delanja Desa ... Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Rapat Paripurna | yang dilaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ......
vang diliadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa,
untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala
Desn kepmrda BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna | ini dibuat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TANDA TANGAN
KETUA
" WARIL
KETUA -
3. SEKRETARIS 4, . )
4 || ANGGUIA | R
5 ANGGOTA |5
6. | ANGGOTA o B e
7. ANGGOTA |7
8. ANGGOTA 8. __
9, ANGGOTA i9-1 G |
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TANDA TANGAN

NO ‘ NAMA JABATAN
_u f | KEPALA

1o DESA

11 SEKDES | {1
Dist

10.

RILE




VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA |
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

Foto -1

" Acara Rapat PARIPURNA | Pembahasan Rancangan
APBDesa TA, 2022 antara BPD dengan Pemerintah Desa

J

[

Fato - 2

Acara Rapat PARIPLIRNA | Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2022 antara BPD dengan Pemerintah Desa
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Foto - 3

Acara Rapat PARIPURNA | Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2022 antara BPD dengan Pemerintah Desa
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PEMERINTAH DESA ........
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA

. Sekretariat : ...
............ 2021
Kepada :
YER.. ciomenesenessasmvanies
Nomor ¢ 005/ -BPD/Ds.  [2021
lampiran @ - di —
Perihal . Undangan Rapat Musyawarah Termnpat

Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBUDesa TA, 2022

Disampailan dengan hormat, dalam rangka
menindaklanjut hasil Rapat Panpuma | tentang Penyampaian
dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2022, maka dengan
ini kami mengundang kehadirannya pada :

E TPl e o1 | O ———
Pukul ' veenrne. WIB 8/d Selesai
Tempat B o e mene e AT T s
Susunan Acara :
1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa ............ -
3. Sambutan Camat ................ -
4. Penyampaan Hancangan APHBDesa
TA. 2022 oleh Kepala Desa,
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
A Penurup
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Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan alas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

Tembusan ;
= Y. EamaY . ciiicicionsisnis;
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LDAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
TENTANG AFPBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

TangEal ...ccovvvimmmmsssies BO2]
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I I~ wepusbes |, |
o Ketua BPD 2.
3. Sekretaris BPD 3.
4. Anggota BPD 4.
A | Anggata RPTY 5.
6. Sekretaris Desa 6.
y A . Kasi Pemerintahan | 7
8. i Kasi Ekbang 8.
9 : Kaur Umum g,
10. Kaur Keuangan | 10.
11. Bendahara | 11.
12,  Staf Desa 12.
13. Staf Desa 13.
14, Linmas Desa 14,
15, | : Linmas Desa 15.
16, | Ketua TP-PKK 16.
17. - Ketua Paguyuban
| RT/RW 17.
18. Ketua LPM 18,
19. Ketua Karang Taruna | 19,
20, !'— Hm;;t Paguyiuhan m 20.

S LE




- M -

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Posyandu
21. Ketua BPSPAMS 21.
22, Ketua BUMDes Dy
- Ketua Pengurus Pasar h
Ketua Lembaga
24, Kemasvarakatan Desa
Lainnva 24.
25. Tokoh Agama 25.
26. Tokoh Agama 26.
27. Tokoh Agama 27.
28. Tokoh Adat 28.
29. Tokoh Adat 20,
30. Tokols Masyerakal 30.
31. Tokoh Masvarakat 31.
32. Tokoh Masyarakat 2.
33. Tokoh Pendidik | 33,
34. Tokoh Pendidik 24,
35. Tokoh Pendidik 15,
| . ' Perwakilan Kelompok
' Tani 36.
a7 Perwakilan Kelompok
' Tani 37.
" Perwakilan Kelompok
' Tani 38,
30 Ferwalilan Kelompok
' Perajin 39.
a0 Perwakilan Kelompok
' Peraiin 40.




NO JABATAN TANDA TANGAN
P Perwakilan Kelompok
‘ Perajin 41.
40 Perwakilan Kelompok
) Perempuan 42,
” ~ Perwakilan Kelompok
" Perempuan 143,
aii Perwakilan Kelompok
. Perempuan 44,
~ Perwakilan Kelompok
45. Pemerhati Dan
Perlindungan Anak | 45.
- Perwakilan Kelompok
- Masyarakat Miskin 46.
- Perwakilan Kelompok
' Masyarakat Miskin | 47.
48 Perwalilan Kelompok
' Masyarakat Miskin 48.
40 Perwalkilan Kelompok
i Nelayan 49,
- Perwakilan Kelompok
d Nelayan 50.
&1, Masyarakat Lainnya | 51,
52 Masyarakat Lainnya 52.
53. Masyarakat Lainnya | 53,
54, Masyarakat Lainnva 54.
55. Masyarakat Lainnya | 55.
56. Masyarakat Lainnya 56.
av. Masyarakar Lainnya | 57.
a8, Masyarakal L.ainnya .I 58.
59. ‘ Masyarakat Lainnya ' 59 :
60. Masvarakat Lainnya 60.
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JABATAN

TANDA TANGAN
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BERITA ACARA HAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA ......cooevies
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 910/BA.MUSDES ...../BPD /2021

Pada harl 11, ......eveeenreene... tENERAL L. bulan o tahun 2021, teiah
dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2022 sebagni berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) vang dilaksanakan pada tanggal ...............
bertempat di ... vang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK} dan unsur Kelembagaan Desa yakmi, Ketua LPM,
Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadin oleh unsur
masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama. twkoh masyarakat; tokoh
pendidik; perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan,
perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan
kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok
masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Lesa im dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

NO NAMA JABATAN " TANDA TANGAN
*
L, KETUA E——
5 | WAKIL
' KETUA e
8 SEKRETARIS .
4. ANGGOTA | & o
5 | ANGCGOTA (g .
6 | ANGGOTA 6. = |

o




| ﬂ_ NAMA JABATAN TANDA TANGAN
7. ANGGOTA |7 . .
5 ANGGOTA 8 ..
0. | ANGGOTA |g_ _
10. | el
| ) DESA 10, oo
1. o
Dst..
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VISUALISAS! & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA

Foro- 1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2022

Foto =2

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2022
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Foto - 3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2022
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PEMERINTAHDESA ...ooovvnninicnnnn
BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA

(BPD)

SIEROIERPIEIE 1 <o 77 S v S AR TPy S A AR A S AT p o
st PR 20
Kepada
Yth.
Nomor : 005/ -BPD/Ds. /2021
Lammran 1 =
Perihal :  Undangan Rapat Paripurna Il Tempat

Disampaikan  dengan hormat, dalam  rangka
menindaklanjuti hasil Rapat Parpurna | tentang Penyampsaian
dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA 2022 dan Rapat
Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampalan Rancangan
APBDess TA. 2022, maka dengan int kami mengondang
kehadirannya pada :

LAY LT 1) R ————
Pulsul | S Wi s/d Selesal
Tempat L ——
Susunan Acara :
1. Pembukaan
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa
(MUSDES) oleh BPD,
3. Pembacaan Rancangan Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022,
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua
BPDY),

-2 -



5. Penandatanganan Surat Keputusan
Ketua BPD tentang Persetujuan
Rancangan APBDesa TA. 2022
menjadi APBDesa TA. 2022;

6. Sambutan Kepala Deaa;

7. Penutup.

Mengingat pentungnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas

perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

RETUA BFD,

Tembusan :
e N e e e enaa

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi
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DAFTAR HADIE
RAPAT PARIPURNA Il

PENYAMPATAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA TAHUN ANGGARAN
2021 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua BPD 1.
2. ' Kepala Desa 2.
3. | Walal Ketua BPD | 3, o
4, Sekretaris BPD 4.
B. Anggota a.
6. Anggota 6.
T Anggota 7.
8. Anggota | 8.
9, | Anggota 9,

10. Anggota 10.

11. Sekdes 11

12. Kasi Pemerintahan 12.

13. Kasi Ekbang 13.

14. Kaur Umum 14.

- 15. Kaur Keuangan | 15,

6. Bendahara Desa 16.

17. Ketua LPM 17.

18. Ketua Karang Taruna 18,

19. | Ketua TP-PKK 19.

20, e 20.

Posyandu
-~ , Ketua Paguyunan By
RT/RW
22 Ketua BUMDes 22.
23, | Ketua BP-SPAMS | 23.
24, | 29.
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......................... i Rk
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BFD,
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BERITA ACARA KAPAT PARIFUKNA I
PENETAPAN RANCANGAN APBDESA TA. 2022
MENJADI APBDESA TA, 2022

NOMOR : 910/BA. ...../BPD /2021

Pada hari ini, .....cccoieemnenves TANEBRL wuiiinmmisnin bulan ....... tahun 2021, telah
dilaksanakan Rapat Paripurna 11 ontuk Penetapan Raneangan Angearan

Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan
Desa.

Rapat Panpurna 1l yang diuaksanakan pada tanggal ............... bertempat di ......
vang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa
dengan agenda Penvampaian Laporan Panitin Musyawarah Desa,
Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetuinan APBDesa Tahun
Anggaran 2022 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Pavipurna Il ini dibuat dengan sebenar-
benarmya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TANDA TANGAN

1, RETUA L veensvesimessnrenen
";' - WAKIL |
» KETUA B crcnvneanan
+- i
3. | SEKRETARIS 4
4. ANGGOTA T

H

ANGOOTA |5

6. ANGGOTA B i
7. ANGGOTA (¢ . .

8. ANGGOTA | 8. ..
9. ANGGOTA (9. .. ...
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HDI NAMA JABATAN
KEPALA
10,
DESA
11, | SEKDES | 1.
Dst..

- |32 -
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VISUALISAS] DAN DORKUMENTAS]
RAPAT PARIPURNA Il
PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN APBDESA
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Acara Rapat PARIPURNA 1l (Laporan Panitia MUSDES)
l

Foto - 2

- Acara Rapat PARIPURNA 1l (Penandatanganan Keputusan
| BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2022)
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Foto -3

Acara Rapat PARIPURNA 11 (Penyerahan Sambutan Tertulis
Kepala Desa Tentang APBDesa TA, 2022
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KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........cccceet

KECAMATAN. ...ccovvvnnnn.

NUMORK ... TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....coovivnnnnn

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, periu menetapkan Keputusan
BPFD tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan
dlan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019,

Undang-Undang Nomor 6 ‘Tahun 2014 tentang Uesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S404);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor b5587/) sebagaimana telah dwuubah beberapa kah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemernmtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomeor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Femernntah Nomor 4/ ‘lahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 6
Tahunr 2014 tenmtang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan
Anggaran Pendapatan dan Belarmja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor B8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5694);

. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 44 Tahun 2016
lentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata ‘Tertib dan Mekanmisme Pengambilan Keputusan
Musyvawarah Desa;

. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015
tentang  Pendinan, Penguruaan dan  Pengelnlaan, dan
pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

« 138



Indonesia Tahun 2013 Nomar 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa (Lemharan Daerah Kabupaten bLebak Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Nomor |;

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang

L,

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Pengelolaan RKeuangan Desa (Benita Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2019 Namaor 38);

Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor ).

Hasil Rapat Paripurna |, Musyawarah Desa dan Paripurna

Il yang dilaksanakan pada Tanggal ... ............. 2021.
MEMUTUSKAN

. Badan Permusyawaratan 2, . RO menyepakarti
FANCANEAn Angparan Pendapatan dan Belanja Desa [R-
APBDESA) Desa ...........Kecamatan..........Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 20... menjadi Peraturan
Desa........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Desa
(APBDESA] Desa ... Kecamatan,.........Kabupaten
Tahun Anggaran 20...

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDESA)

berimbang pada Rp. ... R {71+ 171,11
dengan uraian sebagai berikut ;
1. Pendapatan Desa 13—
2.Belanja Desa RY: sosisiiindii

Surplus/ Defisit (33 S

3.Pembiayaan Desa
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KIETICGA

a. Penerimaan Pembiavaan 14 T

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ...............
Selisih Pembiayaan (a-bj B ceiiormervense

Keputusan 1 mular berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinva
Ditetapkan di e R R
Pada Tanggal T SR 20...

BALDAN PERMUSYAWARATAN

BUPATI LEBAK,

17T OCTAVIA JXYABAYA
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